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ABSTRAK 

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERAWAT PRAKTIK MANDIRI  

YANG MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS  MENJAHIT LUKA   

PADA SITUASI EMERGENCY ( DARURAT ) 

 

Oleh :  

 

YUDHI PRASETYO 

Secara normatif peraturan khusus mengenai tindakan medis menjahit luka 

(hecting) yang dilakukan oleh perawat belum diatur secara eksplisit dalam peraturan 

perundang-undangan dan concern secara substansial. Masih banyaknya kasus yang 

terjadi di indonesia terkait tindakan medis yang dilakukan oleh perawat yang 

mengarah kepada dugaan malpraktik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis 

implikasi hukum terhadap perawat dalam tindakan medis menjahit luka (hecting) 

pada praktik keperawatan mandiri dan mengetahui perlindungan hukum perawat 

dalam tindakan medis menjahit luka (hecting) di situasi darurat (emergency).  

Metode penelitian yang digunakan normative empiris. Metode pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan 

menggunakan data sekunder dan diperkuat dengan data primer dan spesifikasi 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data primer diperoleh dari 

interview kepada narasumber serta kepada perawat di Kabupaten Lampung Selatan, 

sedangkan data sekunder diperoleh dari statute approach dan conseptual approach. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa perawat di Kabupaten Lampung Selatan 

yang melakukan praktik perawat mandiri dapat melakukan tindakan medis menjahit 

luka namun dalam situasi emergency (darurat) yang sebenarnya bukan wewenang 

perawat. Kewenangan tersebut diperbolehkan selama dilakukan sesuai dengan 

Standar dan Etika Profesi berdasarkan peraturan perundangan khususnya pada 

Undang undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan Pasal 286 ayat (1) dan    

ayat (2), PP No 28 Tahun 2024 Pasal 744 ayat (1) dan ayat (2) dan Permenkes Nomor 

26 Tahun 2019. Perlindungan hukum yang bisa diterapkan dan diberikan kepada 

perawat adalah perlindungan preventif dan represif,  serta Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaannya adalah dasar sosiologis, dasar yuridis, dasar 

pertimbangan serta kemampuan perawat. 

Kata Kunci : Implikasi Hukum, Tindakan medis, Menjahit luka (hecting), 

                       Praktik Keperawatan Mandiri, Situasi emergency (darurat) 



ABSTRACT 

LEGAL IMPLICATIONS FOR SELF-PRACTICING NURSES  
WHO PERFORMS MEDICAL PROCEDURES TO STITCH WOUNDS  

IN EMERGENCY SITUATIONS 
  

By:  
  

YUDHI PRASETYO 

 

Normatively, special regulations regarding medical actions of suturing 

wounds (hecting) carried out by nurses have not been explicitly regulated in laws and 

regulations and are of substantial concern. There are still many cases in Indonesia 

related to medical actions carried out by nurses that lead to allegations of 

malpractice. The purpose of this study is to analyze the legal implications for nurses 

in medical actions of suturing wounds (hecting) in independent nursing practice and 

to determine the legal protection of nurses in medical actions of suturing wounds 

(hecting) in emergency situations. 

 

The research method used is normative empirical. The approach method used 

in this study is a sociological juridical approach using secondary data and reinforced 

with primary data and the research specifications used are descriptive analytical. 

Primary data were obtained from the statute approach and conceptual approach, 

while secondary data were obtained from interviews with informants and nurses in 

South Lampung Regency. 

 

The results of the study indicate that nurses in South Lampung Regency who 

practice independent nursing can perform medical actions of suturing wounds but in 

emergency situations which are not actually the authority of nurses. This authority is 

permitted as long as it is carried out in accordance with the Professional Standards 

and Ethics based on statutory regulations, especially Law Number 17 of 2023 

concerning health Article 286 paragraph (1) and paragraph (2), PP No. 28 of 2024 

Article 744 paragraph (1) and paragraph (2) and Permenkes Number 26 of 2019. 

Legal protection that can be applied and provided to nurses is preventive and 

repressive protection, and the factors that influence its implementation are 

sociological basis, legal basis, basis of consideration and the ability of nurses. 

 

Keywords:  Legal Implications, Medical actions, Stitching wounds (hecting), 

                  Independent Nursing Practice, Emergency situations (emergency) 
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PENDAHULUAN 
 
 
 
 

A. Latar Belakang  

Undang undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, tenaga kesehatan  

berhak mendapatkan perlindungan hukum jika menjalankan tugas sesuai 

dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur 

operasional dan etika. Kode etik keperawatan sangat diperlukan karena 

menjadi dasar ketika akan membangun sebuah hubungan baik antara pihak 

yang memberikan pelayanan kesehatan dengan pihak yang menerima 

pelayanan kesehatan. Perawat memberikan pelayanan dengan penuh hormat 

bagi martabat kemanusiaan dan keunikan klien yang tidak dibatasi oleh 

pertimbangan-pertimbangan status sosial atau ekonomi, atribut personal atau 

corak masalah kesehatannya.
1
 

Perawat sebagai salah satu tenaga kesehatan di rumah sakit menjalankan tiga  

fungsi, yaitu pertama fungsi independen atau fungsi mandiri berupa pemberian 

asuhan keperawatan kepada pasien, kedua fungsi interdependen yang bersifat 

kolaboratif dengan tenaga kesehatan lain berupa pemberian pelayanan 

keperawatan yang diberikan bersama tenaga kesehatan lain, ketiga fungsi 

dependen yang berdasarkan advice atau instruksi dokter berupa tindakan 

perawat untuk membantu dokter dalam melaksanakan
 
tindakan medis.  

 

                                                           
 
1
 Nisya.R & Hartanti.S, (2013), Prinsip-Prinsip Dasar Keperawatan, Dunia Cerdas, Jakarta, 

  hal 20. 
 



Perawat sebagai tenaga kesehatan yang dalam tugasnya sehari-hari 

berhadapan langsung dengan pasien selama 24 jam, sering menghadapi situasi 

darurat pasien, dalam posisi ini jika tidak ada tenaga dokter maka perawat 

terpaksa dituntut untuk melakukan tindakan medik yang merupakan 

wewenangnya demi menyelamatkan pasien dan tidak jarang tindakan yang 

dilakukan oleh perawat berujung pada kasus malpraktik.
2
 Perawat merupakan 

salah satu tenaga kesehatan yang profesional dan mandiri yang dalam 

menjalankan tugasnya memiliki dua kewenangan yaitu kewenangan untuk 

melakukan asuhan keperawatan yang sesuai dengan bidang keilmuan yang 

dimilikinya dan kewenangan untuk melakukan tindakan medis.  

Praktik Keperawatan Mandiri adalah praktik perawat perorangan atau 

berkelompok ditempat praktik mandiri diluar fasilitas pelayanan kesehatan, 

praktik keperawatan mandiri diberikan dalam bentuk asuhan keperawatan 

yang bertujuan untuk memandirikan klien yang menjadi tanggung jawab 

perawat itu sendiri, bertindak atas inisiatifnya sendiri berdasarkan keilmuan 

keperawatan.
3
 Tindakan Medis adalah tindakan profesional yang dilakukan 

dokter terhadap klien dengan tujuan memelihara, meningkatkan, memulihkan 

kesehatan dan menghilangkan atau mengurangi kesakitan.
42

 Meski memang 

harus dilakukan, tetapi tindakan medik tersebut ada kalanya atau sering dirasa 

tidak menyenangkan.
 

 

                                                           
2
 Riasari, R.H. (2021), Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Pada Rumah Sakit Berdasarkan    

  Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, Jurnal Hukum Lex Generalis,  

  Vol. 2,   No.10, , hal. 949. 
3 
Dewan Pengurus PPNI Iindonesia, (2022), Pedoman Praktik Keperawatan Mandiri PPNI,  

  Edisi 2, hal 13.  
4
 Sudiyanto,H, (2019), Etika dan Hukum Keperawatan, STIKes Majapahit Mojokerto, Cetakan  

  Pertama, Hal 18. 
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Tindakan medik juga adalah suatu tindakan seharusnya hanya boleh 

dilakukan oleh para tenaga medis, karena tindakan itu ditujukan terutama bagi 

pasien yang mengalami gangguan kesehatan. Tindakan medis adalah suatu 

tindakan yang seharusnya hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis, karena 

tindakan itu ditunjukan terutama bagi para pasien yang mengalami gangguan 

kesehatan. Tindakan Menjahit luka adalah tindakan mendekatkan tepi - tepi 

luka dan mempertahankan dengan benang atau jahitan tensile strength luka 

tersebut dapat tersambung dengan tujuan mempersempit jarak tepi luka, 

sehingga mempermudah repitelisasi dan mempercepat penyembuhan luka 

dan penjahitan luka juga akan membantu mencegah masuknya infeksi.
5
 

Situasi emergency (darurat) adalah situasi dimana keadaan yang memerlukan 

respon dengan segera dikarenakan situasi yang tidak dapat diduga, tidak 

diharapkan, yang dapat menyebabkan kerusakan secara langsung baik dari 

sumber internal seperti factor manusia, kebakaran dan ledakan, kecelakaan 

kerja, maupun eksternal seperti kebakaran hutan, kondisi politik ekonomi dan 

kejadian yang tidak dalam kondisi normal. Tenaga keperawatan bukanlah 

“pelengkap” dalam kedokteran. Sebab keperawatan adalah suatu bentuk 

pelayanan kesehatan yang professional. Keperawatan didasarkan ilmu dan 

kiat keperawatan yang berbentuk pelayanan bio-psiko- 

sosial-spritual yang komprehensif ditujukan kepada individu, kelompok 

ataupun masyarakat. Keperawatan ada bagian penting dalam pelayanan 

kesehatan diindonesia memiliki peran sangat besar dalam upaya 

pembangunan kesehatan   diindonesia   pada   umumnya  dan daerah-daerah  

terpencil  pada khususnya. Sementara kualitas pelayanan keperawatan  

20 



 

ditentukan oleh kualitas pemberi pelayanan asuhan keperawatan yaitu tenaga   

keperawatan.
 6

 

Berdasarkan Permenkes RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Sistem 

Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu dalam Pasal 16 ayat 1 dan 2 

menyatakan bahwa tenaga kesehatan dari tenaga medis, tenaga perawat, dan 

tenaga bidan kegawatdaruratan. yang terlatih dan memiliki tugas: 

memberikan pertolongan gawat darurat dan stabilisasi bagi korban dan  

mengevakuasi korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat 

kegawatdaruratannya. 
3
  

Perawat juga sebagai bagian dari profesi kesehatan juga bertanggung jawab 

untuk dapat memberikan pelayanan keperawatan sesuai wewenang yang 

dimiliki secara mandiri dan kolaborasi. Perawat sebagai salah satu tenaga 

kesehatan, bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat 

umum. Tugas utama perawat adalah memberikan pelayanan kesehatan atau 

memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan keterampilan dan keahlian 

yang dimilikinya. 

Perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan terdapat beberapa peran. 

Pertama, perawat memiliki peran dalam mengatasi masalah yang dihadapi 

pasien. Kedua, perawat memiliki tanggung jawab dalam memberikan 

penyuluhan kepada pasien/klien. Ketiga, perawat memiliki peran dalam 

menjamin dan memantau kualitas asuhan keperawatan.            Keempat, 

                                                           
6 Sukindar. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Dalam Melakukan Tindakan Medis,  

  Jurnal Legalitas. Vol. 2. No. 1. hal. 14. 
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perawat memiliki tugas sebagai peneliti dalam upaya untuk mengembangkan 

body of knowledge keperawatan.
7
 

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) sebagai organisasi profesi 

keperawatan bertanggung jawab dalam upaya memelihara dan meningkatkan 

professional anggotanya, sehingga anggota profesi tetap dapat akuntabel serta 

bekerja dengan standar kerja yang cukup baik sehingga pada akhirnya dapat 

meningkatkan mutu pelayanan keperawatan pada khususnya serta pelayanan  

kesehatan pada umumnya. Untuk dapat mewujudkan kualitas hidup 

masyarakat Indonesia bidang kesehatan telah dibentuk Program Nusantara 

Sehat. Program Nusantara Sehat adalah inisiatif dari pemerintah Indonesia 

yang bertujuan untuk memperbaiki akses dan kualitas layanan kesehatan di 

daerah-daerah yang termasuk dalam kategori 5T (terluar, terdalam, terpencil, 

terdepan dan tertinggal). Program ini melibatkan penempatan tenaga 

kesehatan minimal berstatus vokasional seperti perawat, bidan, ahli gizi, dan 

tenaga kesehatan masyarakat di daerah-daerah yang sangat membutuhkan 

pelayanan kesehatan namun masih minim infrastruktur dan sumber daya 

manusia di bidang kesehatan. Di banyak daerah 5T, kondisi pelayanan 

kesehatan seringkali tidak memadai, yang berdampak pada buruknya akses 

terhadap pelayanan medis yang berkualitas. Beberapa tantangan utama yang 

dihadapi termasuk: 

1. Kurangnya sarana dan prasarana 

Banyak fasilitas kesehatan yang belum memadai, baik dari segi                  

bangunan, peralatan medis, maupun sarana transportasi untuk mengakses 

layanan kesehatan. 
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Kekurangan tenaga kesehatan 

Daerah-daerah terpencil sering kali kekurangan tenaga kesehatan yang 

terlatih baik dokter, perawat maupun tenaga kesehatan lainnya. Ketidak 

terjangkauannya fasilitas pendidikan dan pelatihan kesehatan di daerah ini 

menambah kesulitan untuk menambah jumlah tenaga kesehatan yang 

tersedia. 

2. Tantangan geografis  

Akses ke fasilitas kesehatan menjadi sulit karena kondisi geografis daerah 

tersebut yang terpencil, terisolasi dan sulit dijangkau oleh kendaraan atau 

transportasi lainnya. 

3. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan: Di beberapa 

daerah, pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kesehatan, 

pencegahan penyakit dan pengobatan masih rendah, yang sering 

menyebabkan keterlambatan dalam mencari bantuan medis. 

Keterjangkauan sarana pelayanan, kemiskinan, kurangnya pengetahuan 

masyarakat mengenai kesehatan, menimbulkan berbagai persoalan kesehatan 

masyarakat. Persoalan hukum kesehatan timbul akibat pelayanan kesehatan 

kurang memadai. Tidak sedikit tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan 

kesehatan di daerah khususnya 5T harus menerima hukuman pidana karena 

melakukan tindakan medis yang sesungguhnya bukan kewenangan dari tenaga 

kesehatan tersebut. Target   pelaksanaan   Nusantara   Sehat adalah puskesmas  

yang    berlokasi    di    DTPK   yang    tersebar    di  48  Kabupaten/Kota  pada            
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15 Provinsi     di     Indonesia     dan     melibatkan setidaknya   600   tenaga 

Kesehatan.
8 

Pada praktik keperawatan mandiri profesi perawat mempunyai 

kewenangan, hak serta kewajiban. Kewenangan profesi perawat dalam 

melakukan tindakan medis dalam hal menjahit luka tidak tertulis secara rinci 

dalam peraturan perundang-undangan. Dalam buku pedoman praktik 

keperawatan mandiri, dituliskan bahwa kewenangan profesi perawat pada 

praktik keperawatan mandiri antara lain: melakukan tindakan berdasarkan 

pelimpahan wewenang secara delegatif ataupun mandat dari tenaga medis 

serta memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan program pemerintah.
9
  

4
Dalam pelaksanaan tindakan medis yang dilakukan oleh profesi perawat, 

sering terjadi permasalahan hukum. Permasalahan hukum yang terjadi di 

Indonesia terkait pelaksanaan tindakan medis tersebut pada tahun 2010 - 2015 

ada sekitar 485 kasus malpraktik profesi keperawatan yang terjadi di 

Indonesia. Dari 485 kasus malpraktik tersebut, 357 kasus terjadi akibat 

pelanggaran hukum administrasi atau yang digolongkan dalam malpraktik 

administratif, 82 kasus terjadi akibat tindakan perawat yang tidak 

memberikan prestasinya sebagaimana yang disepakati dan digolongkan dalam 

malpraktik sipil, dan 46 kasus terjadi akibat tindakan medik tanpa persetujuan 

dari dokter yang dilakukan dengan tidak hati-hati yang menyebabkan luka 

dan kecacatan kepada pasien atau yang digolongkan dalam malpraktik 

kriminal dengan unsur kelalaian”. 

 

                                                           
8
 https://ejournal.undip.ac.id, (2022), Analisis Manajemen Layanan Preventif pada Program    

  Nusantara Sehat,Volume 10, Nomor 1, diakses 8 Desember 2024, Pukul 10.30 wib.
 

9
 Tim DPP PPNI, (2017), Pedoman Praktik Mandiri Keperawatan, DPP PPNI, Jakarta, Hal.16 
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Seperti salah satu kasus malpraktik medis yang terjadi di wilayah hukum 

Kotabumi Kabupaten Lampung Utara dalam Perkara Nomor 

109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu atas nama terdakwa Jumriani Amd.Kep Binti Fuad 

Agus Sofran yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana “Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik 

keperawatan Tanpa Memiliki Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 46 

Ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan”.
 

Penyimpangan yang dilakukan oleh seorang perawat yang melakukan praktik 

mandiri terjadi pada Perawat Jumraini, hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 

seorang perawat di Kabupaten Lampung Utara dijatuhi hukuman pidana 

denda sebesar Rp 20 juta oleh Majelis Hakim PN Kotabumi. Jumraini 

terbukti bersalah karena melakukan praktik tanpa izin sebagaimana yang 

tertuang dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 

tentang Kesehatan. Jumraini didakwa karena dianggap lalai dalam melakukan 

pemeriksaan terhadap A sehingga menyebabkan kematian.  

 Kasus yang menjerat Jumraini bermula pada tanggal 18 Desember 

2018sekitar pukul 17.00 WIB, Alex menemui Jumraini untuk meminta 

dilakukan pemeriksaan terhadap bisul yang ada di telapak kaki kanan. Sekitar 

tiga puluh menit, Alex memutuskan untuk pulang dan tidak jadi berobat 

karena masih merasa takut. Tanggal 19 Desember 2019 pukul 12.00 WIB, 

saat Alex pergi ke rumah Jumraini, ternyata perawat tersebut tidak di tempat. 

Lalu sore harinya Alex kembali ke rumah Jumraini. Pada saat itu, Jumraini 

melakukan tindakan terhadap bisul di kaki Alex. Saat di rumah Alex 

meminum obat dan langsung beristrahat, namun sekitar pukul 22.00 WIB 
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Alex merasa nyeri pada kaki, selain itu merasakan demam dan nyeri kepala. 

Tanggal 20 Desember 2018, keluhan nyeri pada kakinya timbul lagi dan 

kondisinya terus menurun. Saat pukul 23.00 WIB Alex sempat tidak sadarkan 

diri, tanggal 21 Desember 2018 pukul 11.00 WIB Alex dibawa kepuskesmas 

dalam keadaan masih sadar. Namun perawat puskesmas tersebut menolaknya 

karena sebelumnya telah ditangani oleh Jumraini. Lalu keluarga membawa 

Alex ke rumah Jumraini, namun Jumraini masih bekerja. Pada pukul 11.30 

WIB, Alex dibawa oleh keluarga ke RSU Ryacudu Kotabumi dalam kondisi 

yang tidak sadarkan diri. Pukul 16.00 WIB, Alex dinyatakan meninggal 

dunia. Dedi Afrizal yang merupakan Ketua Persatuan Perawat Nasional 

Indonesia (PPNI) Provinsi Lampung menghargai keputusan Mejelis Hakim 

PN Kotabumi. Ketua PPNI Provinsi Lampung tersebut sempat khawatir 

karena Jumraini didakwa Pasal 84 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan dengan dugaan malpraktik. Sebagai bentuk solidaritas, 

anggota PPNI bersedia membantu Jumraini untuk membayar denda.
10 

 

 Sebagai seorang perawat yang bertugas untuk dapat menangani pasien 

dalam kondisi cidera akut dalam situasi dan kondisi tertentu, seorang perawat 

diharuskan mampu melakukan tindakan-tindakan kegawatdaruratan secara  

cepat dan tepat untuk mencegah timbulnya perburukan system organ vital 

dalam tubuh pasien. Tindakan-tindakan kegawatdaruratan tersebut merupakan 

tindakan medis diluar kewenangan mandiri perawat yang seharusnya 

dilimpahkan oleh tenaga medis kepada perawat secara tertulis, sehingga 

tindakan kegawatdaruratan sangat berpotensi menimbulkan permasalahan  

 

10
 Viva Themis: (2021), Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 04 No. 01 Januari, diakses    

    Tanggal 3 Desember 2024, pukul 21.30 wib.  
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hukum baik pada perawat yang menerima pelimpahan kewenangan maupun 

kepada perawat yang melaksanakan praktik mandiri. Berdasarkan uraian 

bahasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai : 

“Implikasi hukum terhadap perawat praktik mandiri yang melakukan 

tindakan medis menjahit luka pada situasi emergency (darurat)”.  

  

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Rumusan Masalah 

 Masalah adalah kesenjangan  antara harapan dengan kenyataan, antara apa 

yang diinginkan dengan apa yang terjadi atau faktanya.
11 

Berdasarkan uraian 

latar belakang yang telah di jelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan 

penulis angkat dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagaimana implikasi hukum bagi perawat praktik mandiri yang melakukan 

tindakan medis  menjahit luka  dalam situasi emergency  (darurat)?  

b. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Perawat Praktik Mandiri dalam  

melakukan tindakan medis menjahit luka  dalam situasi emergency  

(darurat), termasuk hak-hak bagi profesi perawat yang melaksanakan 

praktik keperawatan mandiri?  

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang menggambarkan 

batasan dalam penelitian, mempersempit dan membatasi area penelitian serta 

untuk menunjukkan secara pasti faktor-faktor mana yang akan di teliti. 

 

11
 Soekidjo Notoatmodjo, (2010), Metodologi Penelitian Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, Hal.79. 
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Berdasarkan permasalahan yang telah di kemukakan di atas, maka batasan 

ruang lingkup permasalahan yang akan di bahas penulis dalam penelitian tesis 

ini adalah perawat praktik mandiri. Penelitian di lakukan di Kabupaten 

Lampung Selatan dan waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2024. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari sebuah penelitian antara lain adalah untuk memperoleh 

pengetahuan yang mendalam tentang suatu gejala.
12

 Penelitian ini diharapkan 

dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan juga bagi masyarakat 

dalam hal ilmu pengetahuan terkhusus mengenai : 

a. Bagaimana penyelesaian hukum dan analisa hukum yang berhubungan 

dengan implikasi hukum terkait perawat praktik mandiri yang melakukan 

tindakan medis menjahit luka dalam situasi emergency (darurat).   

b. Perlindungan hukum terhadap perawat praktik mandiri terkait tindakan 

medis menjahit luka yang dilakukan oleh perawat dalam situasi emergency 

(darurat) yang didasarkan pada hak perawat sebagai bagian dari profesi 

perawat.   

2. Kegunaan Penelitian 

  Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum 

dan juga bagi masyarakat dalam hal ilmu pengetahuan terkhusus mengenai 

perlindungan hukum terhadap perawat terkait tindakan medis yang diberikan  

  oleh perawat. Adapun kegunaan lainnya yaitu: 

 

12 
Ibid. Hal. 121 
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a. Kegunaan Teoritis  

Secara teoritis, hasil dari penelitian dapat di gunakan untuk mengungkapkan 

kebenaran jika terjadi suatu permasalahan dalam hal upaya penanganan 

masalah pada pasien yang memerlukan tindakan medis yang dilakukan oleh  

tenaga perawat dalam hal ini perawat praktik mandiri yang yang secara 

yuridis tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan medis.  

b. Kegunaan Praktis 

    Secara praktis kegunaan dalam penelitian ini di harapkan memberikan  

wawasan dan kemampuan dalam berpikir mengenai penerapan teori yang 

telah di dapat dalam setiap mata kuliah yang di terima kedalam keadaan 

penelitian yang sebenarnya dan  memberikan informasi kepada pembaca  

mengenai semua pihak yang berkaitan dan kalangan dari akademis untuk 

menambah wawasan dalam bidang hukum kesehatan secara positif. 

1) Bagi pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan pemerintah  

untuk membentuk undang-undang khusus yang mengatur mengenai  

tindakan medis yang dilakukan oleh perawat. 

2) Bagi masyarakat  

          Meningkatkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan            

mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas  

            Hukum Universitas Lampung, memberikan jawaban atas permasalahan   

          yang diteliti bagi tenaga kesehatan, penelitian ini diharapkan dapat             

menambah pengetahuan hukum dan pemahaman mengenai             

perlindungan hukum terhadap perawat terkait tindakan medis yang             

29 



 

      diberikan oleh dokter, serta diharapkan dapat digunakan sebagai               

       literatur tambahan atau bahan referensi untuk penelitian yang akan datang. 

 

D.   Kerangka Pemikiran 

Kerangka pikir merupakan kerangka acuan yang pada hakikatnya untuk 

mengidentifikasi abstraksi pemikiran serta konsep yang di hasilkan atau aspek 

sosial yang di anggap relevan oleh peneliti. 

1. Kerangka Teoritis 

      Kerangka teori merupakan suatu kerangka yang menjadi acuan dalam 

penelitian dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang 

relevan oleh penulis. Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa 

anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang 

logis yang dapat menjadi acuan, landasan serta pedoman untuk mencapai 

tujuan dalam penulisan. Kerangka teori adalah teori-teori yang digunakan 

untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak 

diselidiki atau diuji kebenaranya.
13

 

Dalam penelitian ini teori-teori yang penulis gunakan adalah:  

a. Teori Kewenangan 

Teori kewenangan dalam hukum kesehatan yaitu teori yang dapat 

digunakan untuk menjelaskan pelimpahan tugas dan wewenang dari satu 

pihak ke pihak lain. Pelimpahan wewenang dalam hukum kesehatan dapat 

dilakukan secara atribusi, delegasi, dan mandat.  Kewenangan dianggap 

 
13

 Soerjono Soekanto, (2015), Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, Hal. 9. 
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 sah jika ditinjau dari sumber dari mana kewenangan itu lahir atau diperoleh, 

maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu atributif, delegatif dan mandat, 

yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Kewenangan Atributif Adalah kewenangan yang melekat pada suatu 

jabatan yang berasal dari udang-undang. Atribusi merupakan kewenangan 

yang diberikan kepada suatu organ (sistem) pemerintahan atau lembaga 

negara oleh suatu badan legislatif yang independen.  

2) Kewenangan Delegatif Adalah kewenangan pengalihan/pemindahan 

kepada pejabat dibawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung 

jawab. Delegasi sebagai kewenangan yang dialihkan dari kewenangan 

atribusi dari suatu sistem pemerintah kepada orang lainnya sehingga 

delegator dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya. 

3) Kewenangan Mandat Adalah pelimpahan yang dilakukan dari jabatan yang 

lebih tinggi kepada jabatan yang lebih rendah. Kewenangan mandat 

terdapat hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara 

tegas dan tanggung jawab pemberi kewenangan.
14

 

 

b. Teori Perlindungan Hukum 

     Teori perlindungan hukum adalah teori yang mengintegrasikan dan   

mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam 

suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu  

 

14
 Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, (2006),  Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,  

    hal. 277. 
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    hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain 

pihak. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu 

konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, 

kemanfaatan  dan    kedamaian.
15

   Perlindungan   hukum   adalah memberikan     

     pengayoman  kepada   hak   asasi   manusia    yang  dirugikan  orang lain  dan   

     perlindungan  tersebut  diberikan  kepada masyarakat agar mereka  dapat        

menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh hukum atau dengan  kata       

lain   perlindungan  hukum  adalah berbagai  upaya hukum yang   harus        

diberikan    oleh  aparat  penegak  hukum  untuk  memberikan  rasa  aman,       

baik secara pikiran  maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari       

pihak manapun. Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai 

upaya untuk melindungi hak-hak individu dengan meberikan kewenangan 

untuk bertindak dalam parameter hak-hak tersebut
.16 

Perlindungan  hukum  

adalah  suatu  perlindungan  yang  diberikan kepada  subyek hukum  yakni  

orang  atau  badan  hukum  ke  dalam bentuk  perangkat  baik  yang bersifat  

preventif  maupun  yang  bersifat represif,  baik  yang  lisan  maupun  yang 

tertulis.  Soekanto menjelaskan bahwa ada lima faktor yang mempengaruhi 

proses penegakan dan perlindungan hukum:  

1) Unsur-unsur hukum, terdiri dari peraturan-peraturan tertulis yang baisanya 

berlaku dan dibuat oleh pejabat yang berwenang. 

2) Unsur penegak hukum, yaitu individu-individu yang secara langsung dan 

tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum. 

15 http://tesishukum.com. Diakses pada tanggal 29 Desember 2024, Pukul 05.20 WIB 
16 

Setiono, Rule Of Law (supremasi hukum), Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana 

   Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, Hlm.3 
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3) Fasilitas, termasuk personil yang erkualifikasi atau peralatan yang 

memadai,  yang membantu penegakan hukum. 

4) Pertimbangan masyarakat atau lingkungan dimana peraturan perundang-

undangan diterapkan. Diperkirakan bahwa rahasia dari bangsa yang damai 

adalah masyarakat yang menerima kerangka hukum yang relevan. 

5) Aspek budaya, yang meliputi sifat manusia dalam hubungan hidup, kerja, 

hak cipta dan rasa.  

Philipus M. Hadjon mengklasifikasikan perlindungan hukum menjadi dua, 

antar lain:
17  

1) Perlindungan hukum preventif, yakni pemerintah memberikan perlindungan 

dalam upaya untuk mencegah pelanggaran terjadi. Hal ini dituangkan dalam 

bentuk undang-undang untuk mencegah pelanggaran dan menetapkan 

pedoman atau batasan dalam menjalankan tugas. 

2) Perlindungan hukum represif adalah garis pertahanan terakhir yang 

ditawarkan setelah perselisihan atau pelanggaran terjadi. Bentujnya berupa 

denda, hukuman penjara dan hukuman lainnya yang ditangani oleh 

Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Umum.  

   Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan   

hukum sebagai berikut:  

1) Menurut   Satjipto  Rahardjo  perlindungan   hukum   adalah adanya upaya 

melindungi   kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak 

asasi manusia   kekuasaan  kepadanya   untuk  bertindak  dalam  rangka 

kepentingannya tersebut. 

 

17
 Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University 

      Press, Yogyakarta, hal 10. 
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  2) Menurut Setiono  perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk         

melindungi  masyarakat  dari perbuatan  sewenang-wenang  oleh penguasa 

  yang tidak sesuai   dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan  

  ketentraman    sehingga     memungkinkan   manusia    untuk    menikmati  

  martabatnya sebagai manusia.
  

 

    3) Menurut   Muchsin    perlindungan   hukum   adalah   kegiatan    untuk          

melindungi  individu   dengan   menyerasikan   hubungan   nilai-nilai atau          

kaidah-kaidah     yang    menjelma    dalam   sikap   dan  tindakan   dalam   

menciptakan   adanya  ketertiban  dalam  pergaulan  hidup  antara sesama   

manusia.  

    4) Menurut  Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua   

kekuasaan   pemerintah   dan  kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan 

kekuasaan   pemerintah,   permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat  

(yang   diperintah), terhadap  pemerintah  (yang memerintah).
 18 

 

c. Teori Kepastian Hukum 

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat 

dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat 

mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu 

pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak 

memandang siapa individu yang melakukan.  

 

 

18
 Ibid, hlm. 25 
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Menurut Apeldoorn kepastian hukum mempunyai dua segi yaitu: 

1) Soal dapat ditentukannya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal konkret, 

yaitu pihak-pihak  yang  mencari keadilan  ingin mengetahui apakah yang 

menjadi hukumnya dalam hal yang khusus sebelum ia memulai perkara. 

Menurut Roscoe Pound ini merupakan segi predictability (kemungkinan 

meramalkan). 

2) Kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para 

pihak terhadap kesewenangan hakim. Kepastian hukum merupakan nilai 

lebih dari peraturan tertulis daripada yang tidak tertulis. Dengan adanya             

peraturan tertulis orang dapat lebih mudah untuk menemukan, membaca  

    dan memastikan bagaimana hukumnya.
19

  

Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu  memperkirakan apa yang 

akan  ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian 

hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari 

upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah 

pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa 

memandang siapa yang melakukan. Kepastian diperlukan  untuk  

mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Dalam 

teori kepastian hukum ada beberapa hal yang mendasar yang memiliki 

hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai 

berikut:  

 

 

19
 Donal Albert, (2014), Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.140 
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1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif 

ialah perundang-undangan. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, 

artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.  

2) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav 

Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada 

pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian 

hukum itu sendiri.  

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, 

hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap 

manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, 

hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum 

merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.
205 

 

2.  Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual adalah suatu uraian dan visualisasi hubungan atau 

kaitan antara konsep satu terhadap konsep lainnya yang ingin diteliti  

    Tabel :  

    

 

 

 

 

 

                                                           
20 

Satjipto Rahardjo, (2012), Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal.19.  

Perawat 

Praktik Keperawatan 

Mandiri 
Menjahit Luka 

Situasi Emergency 

(darurat) 

Dasar Hukum Tanggung Jawab Hak dan Kewajiban 
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Penjelasan : 

a. Perawat 

Menurut Permenkes Nomor 26 Tahun 2019 dalam Pasal 1 Perawat adalah 

seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam 

maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Praktik Keperawatan Mandiri  

Menurut Permenkes Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 praktik 

keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelaksanaan  

asuhan keperawatan, pelaksanaan upaya promotif, preventif, pemulihan,     

pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan tindakan keperawatan    

komplementer. Dimana asuhan keperawatan meliputi pengkajian, 

penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi dan evaluasi, 

keperawatan, serta implementasi keperawatan yang meliputi penerapan 

perencanaan dan pelaksanaan tindakan keperawatan pelaksanaan prosedur 

keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling. 

c. Tindakan medis 

Menurut Kepmenkes RI Nomor HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang 

Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Tingkat Pertama, Tindakan medis adalah tindakan kedokteran atau 

kedokteran gigi baik proses preventif, diagnostik, terapeutik atau 

rehabilitatif yang akan dilakukan terhadap pasien oleh dokter terhadap 

pasien dengan tujuan memelihara, meningkatkan, memulihkan kesehatan  

atau menghilangkan atau mengurangi penderitaan.  
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d. Menjahit Luka 

Menurut Kepmenkes RI Nomor HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang  

Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Tingkat Pertama, Tindakan Menjahit luka adalah tindakan mendekatkan 

tepi - tepi luka dan mempertahankan dengan benang atau jahitan tensile 

strength luka tersebut dapat tersambung dengan tujuan mempersempit 

jarak tepi luka, sehingga mempermudah repitelisasi dan mempercepat 

penyembuhan luka dan penjahitan luka juga akan membantu mencegah 

masuknya infeksi. 

e. Situasi emergency (darurat)  

Menurut Permenkes Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Sistem 

Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Gawat Darurat adalah keadaan 

klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk 

penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan. Pelayanan Gawat 

Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh Korban/Pasien 

Gawat Darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan 

pencegahan kecacatan.  

Situasi emergency (darurat) juga adalah situasi dimana keadaan yang 

memerlukan respon dengan segera dikarenakan situasi yang tidak dapat 

diduga, tidak diharapkan, yang dapat menyebabkan kerusakan secara 

langsung baik dari sumber internal seperti factor manusia, kebakaran dan 

ledakan, kecelakaan kerja, maupun eksternal seperti kebakaran hutan, 

kondisi politik ekonomi dan kejadian yang tidak dalam kondisi normal. 
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3.  Alur Pikir              

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagaimana implikasi hukum 

bagi perawat praktik mandiri 

yang melakukan tindakan 

medis  menjahit luka dalam 

situasi emergency (darurat)? 

Bagaimana analisis perlindungan hukum 

bagi perawat praktik mandiri dalam 

melakukan tindakan medis menjahit luka  

dalam situasi emergency  (darurat), 

termasuk hak-hak bagi profesi perawat 

yang melaksanakan praktik 

keperawatan mandiri? 

 

Implikasi hukum terhadap perawat praktik mandiri 

Yang melakukan tindakan medis menjahit luka   

pada situasi emergency (darurat) 

 

 Membenarkan atau  

Tidak membenarkan menjahit luka pada situasi 

emergency (darurat) oleh perawat praktik mandiri 

Teori kewenangan hukum 

Teori kepastian hukum 

Teori perlindungan hukum 

 

Praktik keperawatan mandiri 

Tindakan medis (menjahit luka) 

Situasi emergency (darurat) 
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Penjelalsaln :  

Penelitialn terkalit tindalkaln medis menjalhit lukal dallalm situalsi emergency 

(dalruralt) ya lng dilalkukaln oleh profesi peralwalt paldal pralktik keperalwaltaln 

malndiri ini, dilalkukaln melallui pendekaltaln secalral yuridis normaltif malupun 

yuridis empiris. Secalral yuridis normaltif dilalkukaln dengaln mempelaljalri 

peralturaln perundalng-undalngaln malupun dokumen-dokumen ya lng berkalitaln 

dengaln obyek penelitialn ya litu: Undalng-undalng Nomor 17 Talhun 2023 tentalng 

Kesehaltaln, Peralturaln Pemerintalh (PP) Nomor 28 Talhun 2024 tentalng 

Peralturaln Pelalksalnalaln Undalng-undalng Nomor 17 Talhun 2023 tentalng 

Kesehaltaln, Peralturaln Menteri Kesehaltaln Nomor 49 Talhun 2013 tentalng 

Komite Keperalwaltaln, Peralturaln Menteri Kesehaltaln Nomor 

HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentalng Izin daln Penyelenggalralaln Pralktik 

Peralwalt, Peralturaln Menteri Kesehaltaln Nomor 26 Talhun 2019 tentalng 

Keperalwaltaln. Secalral yuridis empiris dilalkukaln dengaln melalkukaln walwalncalra l 

terhaldalp palral nalralsumber di lalpalngaln yalitu: Ketual DPD PPNI Kalbupalten 

Lalmpung Selaltaln, Ketual Bidalng Hukum DPW PPNI Propinsi Lalmpung,  

Peralwalt ya lng melalksalnalkaln pralktik malndiri di Kalbupalten Lalmpung Selaltaln, 

Daltal daln informalsi ya lng diperoleh dalri walwalncalral di lalpalngaln malupun dalri 

studi pustalkal kemudialn diolalh, dialnallisis sertal dikalitkaln dengaln teori-teori 

hukum yalng telalh ditentukaln alntalral lalin teori kewenalngaln hukum, teori 

kepalstialn hukum, teori perlindungaln hukum sehinggal setelalh dialnallisal 

dihalralpkaln dalpalt menyimpulkaln alpalkalh tindalkaln ya lng dilalkukaln dibenalrkaln 

altalu tidalk dilalkukaln oleh peralwalt pralktik malndiri dallalm situalsi emergency 

(dalruralt). 
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E. Metode Penelitialn 

1. Jenis Penelitialn  

     Dallalm penelitialn ini penulis melalkukaln dual jenis metode penelitialn hukum,  

ya litu  penelitialn hukum normaltif daln empiris.  

a. Jenis penelitialn hukum normaltif ya litu sualtu proses untuk menemukaln sualtu 

alturaln hukum, prinsip-prinsip hukum, malupun doktrin-doktrin hukum guna l 

menjalwalb isu hukum yalng dihaldalpi. Jenis penelitialn yalng memiliki objek 

kaljialn tentalng kalidalh altalu alturaln hukum yalng berfokus paldal normal hukum. 

Penelitialn hukum normaltif meneliti kalidalh altalu peralturaln hukum sebalgali sualtu 

balngunaln sistem yalng terkalit dengaln sualtu peristiwal hukum. Penelitialn ini 

dilalkukaln dengaln malksud untuk memberikaln alrgumentalsi hukum sebalgali 

dalsalr penentu alpalkalh sualtu peristiwal telalh benalr altalu sallalh sertal balgalimalna l 

sebaliknya l peristiwal itu menurut hukum.  

   Penelitialn ini alkaln menggunalkaln metode penelitialn libralry resealrch altalu 

penelitialn kepustalkalaln. Penelitialn hukum ini jugal yalng meletalkkaln hukum 

sebalgali sebualh balngunaln sistem normal, sistem normal ya lng dibalngun aldallalh 

mengenali alsals-alsals, normal, kalidalh dalri peralturaln perundalngaln. Pilihaln ini 

dialmbil dengaln tujualn memalstikaln kesesualialn peneralpaln hukum paldal 

peristiwal tindalkaln medis yalng dilalkukaln peralwalt dallalm situalsi emergency 

(dalruralt) dengaln ketentualn peralturaln yalng berlalku altalu alpalkalh ketentualn 

tersebut telalh dilalksalnalkaln secalral balik. Menurut pendalpalt Soerjono Soekalnto, 

penelitialn hukum merupalkaln sualtu kegialtaln ilmialh, ya lng didalsalrkaln palda l 

metode sistemaltikal daln pemikiraln tertentu ya lng bertujualn untuk mempelaljalri 

saltu altalu beberalpal gejallal hukum tertentu dengaln calral mengalnallisisnyal. 
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Penelitialn normaltif teralpaln mengenali implementalsi ketentualn hukum normaltif 

(undalng-undalng) dallalm alksinya l paldal setialp peristiwal hukum tertentu ya lng 

terjaldi dallalm sualtu malsyalralkalt yalng berhubungaln dengaln objek kaljialnnya l 

meliputi ketentualn-ketentualn perundalng-undalngaln (inalbstralcto) sertal 

peneralpalnnyal paldal peristiwal hukum (in concreto).
21

 

b. Jenis penelitialn hukum empiris, menurut Ronny Halnitijo Soemitro ya litu 

penelitialn hukum yalng memperoleh daltalnyal dalri daltal primer altalu daltal altalu 

daltal yalng diperoleh lalngsung dalri malsya lralkalt. Metode penelitialn yalng 

menggunalkaln falktal-falktal empiris yalng dialmbil dalri perilalku malnusial, balik 

berupal perilalku verball ya lng didalpalt dalri walwalncalral malupun perilalku nyaltal 

ya lng dilalkukaln melallui observalsi lalngsung. Dallalm penelitialn ini peneliti alkaln 

turun ke lalpalngaln secalral lalngsung untuk mendalpaltkaln daltal daln informalsi. 

 

2.  Pendekaltaln Penelitialn 

Pendekaltaln penelitialn yalng dilalkukaln peneliti ya litu pendekaltaln perundalng-

undalngaln (staltute alpproalch) daln pendekaltaln konseptuall (conceptuall 

alpproalch).   Pendekaltaln perundalng-undalngaln  (staltute alpproa lch)   ya litu 

pendekaltaln ya lng dilalkukaln dengaln menelalalh semual  peralturaln perundalng-

undalngaln yalng berkalitaln dengaln permalsallalhaln hukum dallalm  penelitialn ini.  

Hall tersebut dimalksudkaln untuk mendalpaltkaln informalsi dalri berbalgali alspek 

mengenali isu hukum yalng 
6
sedalng dibalhals. Aldalpun pendekaltaln konseptuall 

beralnjalk dalri palndalngaln yalng berkembalng di dallalm ilmu hukum dengaln 

                                                           
21 

Abdul kadir Muhammad, (2004), Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT.Aditya Bakti,          
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mempelaljalri palndalngaln-palndalngaln di dallalm ilmu hukum, peneliti alkaln 

menemukaln ide-ide sesuali dengaln isu yalng sedalng dikalji.  

a. Pendekaltaln Perundalng-undalngaln ya litu pendekaltaln ya lng dilalkukaln     

dengaln menelalalh semual undalng-undalng daln regulalsi yalng bersalngkut palut 

dengaln isu hukum ya lng sedalng ditalngalni. 

b. Pendekaltaln Kuallitaltif ya litu sualtu calral alnallisis halsil penelitialn yalng 

menghalsilkaln daltal deskritif alnallisis, yalitu daltal yalng dinya ltalkaln oleh 

responden secalral tertulis altalupun lisaln sertal jugal tingkalh lalku yalng nyaltal, 

ya lng diteliti daln dipelaljalri sebalgali sualtu yalng utuh. 

 

3)  Daltal daln Sumber Daltal 

Sumber balhaln hukum yalng digunalkaln dallalm penelitialn ini yalitu : 

a. Balhaln Hukum Primer 

Balhaln hukum primer dallalm penelitialn ini aldallalh :  

1) Undalng-undalng Nomor 17 Talhun 2023 tentalng Kesehaltaln Lembalraln  

     Negalral talhun 2023 Nomor 105  

2) Peralturaln Pemerintalh (PP) Nomor 28 Talhun 2024 tentalng Peralturaln  

    Pelalksalnalaln Undalng-undalng Nomor 17 Talhun 2023 tentalng Kesehaltaln 

3) Peralturaln Menteri Kesehaltaln Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010        

tentalng Izin daln Penyelenggalralaln Pralktik Peralwalt    

    4)  Peralturaln Menteri Kesehaltaln Nomor 26 Talhun 2019 tentalng Keperalwaltaln 

    5)  Permenkes Nomor 19 Talhun 2016 Tentalng Sistem Penalnggulalngaln  

         Galwalt Dalruralt  
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6) Kepmenkes RI Nomor HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentalng Palndualn 

Pralktik Klinis Balgi Dokter Di Falsilitals Pelalya lnaln Kesehaltaln Tingkalt Pertalma 

b. Balhaln Hukum Sekunder, ya litu balhaln hukum ya lng memberikaln petunjuk daln 

kejelalsaln terhaldalp balhaln hukum primer, yalng terdiri dalri hasil wawancara dari 

narasumber 

c. Balhaln Hukum Tersier, ya litu balhaln hukum yalng memberi petunjuk malupun 

penjelalsaln terhaldalp balhaln hukum primer daln balhaln hukum sekunder, buku-

buku literaltur,  malkallalh, alrtikel, halsil penelitialn, daln kalrya l ilmialh lalinnya l serta 

kalmus hukum, kalmus inggris - indonesial, ensiklopedial.ya lng berhubunga ln 

dengaln penelitialn ini.  

 

4. Teknik Pengumpulaln daln Alnallisis Balhaln Hukum 

    Balhaln hukum dikumpulkaln melallui prosedur inventalrisalsi daln identifikalsi  

    peralturaln perundalng-undalngaln, sertal klalsifikalsi daln sistemaltisalsi balhaln hukum  

sesuali permalsallalhaln penelitialn. Oleh kalrenal itu, teknik pengumpulaln daltal ya lng  

digunalkaln dallalm penelitialn ini aldallalh dengaln studi kepustalkalaln. Studi   

kepustalkalaln dilalkukaln dengaln calral membalcal, menelalalh, mencaltalt membualt 

ulalsaln balhaln-balhaln pustalkal yalng aldal kalitalnnya l dengaln penelitialn ini.  

Penelitialn ini merupalkaln penelitialn hukum normaltif (yuridis) aldalpun sumber 

daltal yalng digunalkaln dallalm penelitialn ini: 
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a. Daltal Primer 

Daltal primer adalah data yang diperoleh secara lisan dari pihak-pihak yang 

terkait dalam penelitian ini melalui wawancara. Pengumpulan data primer 

dilakukan dengan menggunakan tekhnik wawancara terhadap Ketua l DPD 

PPNI Kalbupalten Lalmpung Selaltaln, Bidalng Hukum DPW PPNI Lampung 

dan Peralwalt Pralktik Malndiri kalbupalten La lmpung Selaltaln. Hal ini dilakukan 

guna mengetahui sudut pandang analisis implikasi hukum perawat praktik 

mandiri yang melakukan tindakan medis menjahit luka pada situasi 

emergency (darurat). 

b. Daltal Sekunder  

 Daltal sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan 

perundang-undangan terkait, buku-buku hukum, studi kepustalkalaln yalng 

memberikaln penjelalsaln mengenali balhaln hukum primer ya lng berupal buku-

buku, kalrya l ilmialh, alrtikel, jurnall, tesis, yalng berhubungaln dengaln hukum 

kesehaltaln. 

 

5. Penentualn Nalralsumber  

Penulis menggunalkaln metode walwalncalral ya lng di lalkukaln secalral lisaln altalu  

tertulis kepaldal nalralsumber sebalgali informaln Dalri beberalpal Tenalgal Kesehaltaln  

dengaln mengaljukaln beberalpal pertalnyalaln secalral terbukal. Aldalpun ya lng di  

jaldikaln nalralsumber dallalm penelitialn ini aldallalh : 

a. Ketual DPD PPNI Kalbupalten Lalmpung Selaltaln 

b. Bidalng Hukum DPW PPNI Propinsi Lampung  

c. Peralwalt Pralktik Malndiri kalbupalten Lalmpung Selaltaln 
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6.  Metode Pengolalhaln Daltal  

Talhalp-talhalp pengolalhaln daltal dallalm penelitialn ini aldallalh sebalgali berikut: 

a. Pengumpulaln daltal 

Penelitialn hukum norma ltif mengguna lka ln studi kepustalka la ln seba lga li 

sumber da lta l. Da ltal ya lng diguna lka ln a lda lla lh da lta l sekunder, ya litu da lta l ya lng 

diperoleh secalra l tida lk la lngsung a lta lu mela llui kita lb-kitalb, buku-buku, da ln 

dokumen la linnya l.  

b. Alnallisis daltal 

A lna llisis da lta l dilalkuka ln denga ln mengguna lka ln a lna llisis deskriptif, ya litu 

memberikaln ga lmba lra ln a lta lu pemalpa lra ln a lta ls subjek a lta lu objek penelitialn.  

c. Pendekaltaln 

Penelitialn hukum norma ltif mengguna lka ln pendeka lta ln yuridis normaltif, 

ya litu pendeka lta ln ya lng dila lkuka ln berda lsa lrka ln ba lha ln hukum 

uta lma l. Pendekalta ln ini dilalkuka ln denga ln menela la lh teori-teori, konsep-

konsep, alsa ls-a lsa ls hukum sertal pera ltura ln perunda lng-unda lnga ln ya lng 

berhubunga ln denga ln penelitialn.  

d. Kaljialn 

Pokok kaljia lnnya l a lda lla lh hukum ya lng dikonsepka ln seba lga li norma l a lta lu 

ka lida lh ya lng berla lku da lla lm ma lsya lra lka lt da ln menja ldi a lcua ln perila lku setialp 

ora lng.  
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1. Alnallisis Daltal 

Dallalm alnallisis daltal menggunalkaln alnallisis (Content Alnallysis), ya litu dimulali 

dengaln menelalalh seluruh daltal yalng tersedial dalri berbalgali sumber primer daln 

buku-buku yalng berkenalaln dengaln hukum kesehaltaln. Kemudialn daltal tersebut 

setelalh dibalcal, dipelaljalri, ditelalalh, malkal lalngkalh selalnjutnya l aldallalh diolalh 

daln dialnallisis algalr mempunyali malknal daln bergunal untuk memecalhkaln 

malsallalh ya lng diteliti. Daln di dallalm pengolalhaln daltal ini disaljikaln dallalm 

bentuk yalng sistemaltis gunal menjalwalb permalsallalhaln yalng telalh dirumuskaln, 

balru setelalh itu membualt albstralksi. Albstralksi aldallalh sebualh usalhal untuk 

membualt ralngkumaln ya lng inti, proses daln pernyaltalaln-pernyaltalaln yalng perlu 

dijalgal sehinggal tetalp beraldal di dallalmnyal.
22  

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

22
 Soejono, Albdurra lhma ln, (2003), Metode Penelitialn Hukum, Rinekel Cipta l, Ja lka lrta l, ha ll.22
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BAlB II. TINJAlUAlN PUSTAlKAl 
 

 

A. Tinjalualn Umum Tentalng Kewenalnga ln Profesi Keperalwaltaln 

1. Definisi Pera lwalt  

Pengertialn peralwalt menurut Nindy Almelial, aldallalh seseoralng yalng telalh 

menyelesalikaln progralm pendidikaln keperalwaltaln, balik di dallalm malupun di lualr 

negeri yalng dialkui oleh pemerintalh Republik Indonesial sesuali dengaln 

peralturaln perundalng-undalngaln ya lng berlalku.
23

 Peralwalt  altalu Nurse beralsall  

dalri  balhalsal  laltin  yalitu  dalri   kaltal Nutrix yalng beralrti meralwalt altalu 

memelihalral. Peralwalt aldallalh seseoralng yalng berperaln dallalm meralwalt altalu 

memelihalral, membalntu daln melindungi seseoralng kalrenal salkit, injury daln 

proses penualaln. Menurut Permenkes Nomor 26 Talhun 2019 dallalm Palsall 1 

menya ltalkaln balhwal peralwalt aldallalh seseoralng ya lng telalh lulus pendidikaln 

tinggi Keperalwaltaln, balik di dallalm malupun di lualr negeri ya lng dialkui oleh 

Pemerintalh sesuali dengaln ketentualn peralturaln perundalng-undalngaln.
24

 Peralwalt 

jugal terbalgi 3 yalitu : 

a. Peralwalt Vokalsi aldallalh Peralwalt lulusaln pendidikaln vokalsi keperalwaltaln  

palling rendalh Progralm Diplomal Tigal Keperalwaltaln daln jugal seseoralng 

mempunyali kewenalngaln untuk melalkukaln pralktik keperalwaltaln dengaln 

baltalsaln tertentu di balwalh supervisi lalngsung malupun tidalk lalngsung oleh 

peralwalt profesionall, dengaln sebutaln Licensed Vocaltionall Nurse (LVN). 

 

 
23

 Nindi Almelia l, (2013), Prinsip Etika l Kepera lwa lta ln, D-Medika l, Jogjalka lrta l, ha ll.19.                           
24 Ni Ketut Mendri & Algus Sa lrwo Pra lyogi, (2009), Etikal Profesi da ln Hukum Keperalwa lta ln,  

    Yogya lka lrta l, Pusta lka l Ba lru Press, hlmal.5. 



  

b. Peralwalt Profesionall  aldallalh Peralwalt lulusaln pendidikaln profesi 

keperalwaltaln yalng merupalkaln Progralm Profesi Keperalwaltaln daln Progralm 

Spesiallis Keperalwaltaln. Sementalral keperalwaltaln aldallalh kegialtaln pemberialn 

alsuhaln kepaldal individu, kelualrgal, kelompok altalu malsyalralkalt, balik dallalm 

kealdalaln salkit malupun sehalt.  
7
 

c. Peralwalt Profesionall Spesiallis 

  Aldallalh seoralng peralwalt yalng disialpkaln di altals level peralwalt profesionall, 

mempunyali kewenalngaln sebalgali spesiallis altalu kewenalngaln ya lng diperluals 

daln telalh lulus uji kompetensi peralwalt profesionall spesiallis 

 

2. Tugals daln Wewenalng Peralwalt 

Tugals daln wewenalng peralwalt di Indonesial dialtur oleh berbalgali regulalsi yalng 

berkalitaln dengaln profesi kesehaltaln. Peralwalt memiliki peraln yalng salngalt 

penting dallalm memberikaln lalyalnaln kesehaltaln kepaldal malsyalralkalt, balik di 

rumalh salkit, puskesmals, klinik, malupun falsilitals kesehaltaln lalinnya l.
8
      

a. Tugals Peralwalt 

Tugals peralwalt berfokus paldal alspek pelalyalnaln kesehaltaln yalng mencalkup 

pemelihalralaln kesehaltaln, pencegalhaln penya lkit, pengobaltaln daln rehalbilitalsi. 

Beberalpal tugals utalmal peralwalt alntalral lalin: 

1) Memberikaln Alsuhaln Keperalwaltaln: Merencalnalkaln, melalksalnalkaln daln 

mengevallualsi alsuhaln keperalwaltaln ya lng diberikaln kepaldal palsien 

ya lngmencalkup tindalkaln medis daln peralwaltaln dalsalr sesua li dengaln 

kebutuhaln palsien  
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2) Melalksalnalkaln Pengobaltaln: Peralwalt dalpalt melalkukaln pengobaltaln sesuali 

dengaln stalndalr prosedur daln kewenalngalnnya l, termalsuk pemberialn obalt-

obaltaln, peralwaltaln lukal, daln pemalntalualn talndal vitall palsien 

3) Membalntu Proses Dialgnostik: Peralwalt berperaln dallalm membalntu dokter 

dallalm proses dialgnosal dengaln mengumpulkaln daltal dalri palsien, seperti 

riwalyalt medis daln halsil pemeriksalaln fisik, yalng kemudialn diteruskaln 

kepaldal dokter untuk penalngalnaln lebih lalnjut 

4) Pendidikaln Kesehaltaln: Memberikaln edukalsi kepaldal palsien daln   

     kelualrgal mengenali kesehaltaln, pencegalhaln penyalkit, sertal calral meralwalt 

diri algalr tetalp sehalt, termalsuk calral hidup sehalt daln pencegalhaln penyalkit 

menulalr 

5) Koordinalsi Tim Kesehaltaln: Peralwalt bekerjal dallalm tim medis yalng terdiri 

dalri dokter, alhli gizi, fisioteralpis daln tenalgal medis lalinnyal untuk 

memalstikaln pelalya lnaln kesehaltaln yalng komprehensif daln holistik kepaldal 

palsien 

6) Monitoring daln Pemalntalualn Palsien: Peralwalt bertugals untuk memalntalu 

7) kondisi palsien secalral terus-menerus, termalsuk mengukur talndal-talndal 

vitall, memalntalu peralwaltaln palscal-bedalh daln mendokumentalsikaln 

perubalhaln kondisi palsien 

8) Memberikaln Dukungaln Psikososiall: Selalin tugals fisik, peralwalt jugal 

memiliki peraln dallalm memberikaln dukungaln emosionall daln psikologis  
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kepaldal palsien daln kelualrgalnyal, terutalmal paldal palsien yalng mengallalmi 

penya lkit kronis altalu terminall.
25

 

 

9
           Didallalm Permenkes Nomor 26 Talhun 2019 Tentalng keperalwaltaln. 

26
 Tugals    

             daln Wewenalng Peralwalt Dallalm Pralktik Keperalwaltaln Malndiri terdalpalt   

             dallalm: 

 

  Palsall 16 : Menya ltalkaln balhwal dallalm menyelenggalralkaln pralktik   

                keperalwaltaln, peralwalt bertugals sebalgali: 

al. Pemberi alsuhaln keperalwaltaln 

b. Penyuluh daln konselor balgi klien 

c. Pengelolal pelalya lnaln keperalwaltaln 

d. Peneliti keperalwaltaln 

        e. Pelalksalnal tugals berdalsalrkaln pelimpalhaln wewenalng daln/altalu 

f. Pelalksalnal tugals dallalm kealdalaln keterbaltalsaln tertentu 

           Palsall 17 : Dallalm menjallalnkaln tugals sebalgali pemberi alsuhaln  

       keperalwaltaln sebalgalimalnal dimalksud dallalm Palsall 16 huruf al di  

                bidalng upalyal kesehaltaln  peroralngaln, peralwalt berwenalng: 

al. Melalkukaln pengkaljialn keperalwaltaln secalral holistik 

b. Menetalpkaln dialgnosis keperalwaltaln 

c. Merencalnalkaln tindalkaln keperalwaltaln 

d. Melalksalnalkaln tindalkaln keperalwaltaln 

e. Mengevallualsi halsil tindalkaln keperalwaltaln 

f.  Melalkukaln rujukaln  

g. Memberikaln tindalkaln paldal kealdalaln galwalt dalruralt sesuali     

    dengaln kompetensi 

h. Memberikaln konsultalsi keperalwaltaln daln berkolalboralsi  

    dengaln dokter 

i.  Melalkukaln penyuluhaln kesehaltaln daln konseling; daln 

j.  Melalkukaln penaltallalksalnalaln pemberialn obalt kepaldal klien  

    sesuali dengaln resep tenalgal medis altalu obalt bebals daln obalt     

    bebals terbaltals 

          

                                                           
25 

https://www.halodoc.com/artikel/ berbagai wewenang perawat di Indonesia 
26 

Permenkes Nomor 26 Ta lhun 2019 Tenta lng kepera lwa lta ln, https://peraturan.bpk.go.id/Details/ 

   138617/permenkes-no-26-tahun-2019 
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         Palsall 18: 

         Alya lt (1): Dallalm menjallalnkaln tugals sebalgali pemberi alsuhaln keperalwaltaln di  

                         bidalng upalya l kesehaltaln peroralngaln, peralwalt profesi memiliki  

                         wewenalng sebalgalimalna dimalksud dallalm Palsall 17 huruf al salmpali    

                         dengaln huruf j  

         Alya lt (2): Dallalm melalkukaln pengkaljialn keperalwaltaln secalral holistik  

              sebalgalimalnal dimalksud dallalm Palsall 17 huruf al, peralwalt profesi  

              melalkukaln pengkaljialn dalsalr daln lalnjutaln secalra                          

              menyeluruh  

                  Alya lt (3): Dallalm menetalpkaln dialgnosis keperalwaltaln sebalgalimalnal dimalksud  

                                               dallalm Palsall 17 huruf b, peralwalt profesi berwenalng menegalkkaln  

                                               dialgnosis keperalwaltaln  

               Palsall 19: 

         Alya lt (1): Dallalm menjallalnkaln tugals sebalgali pemberi alsuhan keperalwaltaln di  

                         bidalng upalya l kesehaltaln peroralngaln, peralwalt vokalsi memiliki  

                         wewenalng sebalgalimalna dimalksud dallalm Palsall 17  

         Alya lt (2): Dallalm melalkukaln pengkaljialn Keperalwaltaln secalral holistik  

           sebalgalimalnal dimalksud dallalm Palsall 17 huruf al, Peralwalt Vokalsi  

           melalkukaln pengkaljialn dalsalr secalral menyeluruh 

Sedalngkaln alpalbilal kital melihalt dalri peraln peralwalt, malkal secalral galris besalr 

peralwalt mempunya li peraln sebalgali berikut: 

1) Peraln peralwaltaln (calring role/independent) 

2) peraln koordinaltif (coordinaltive role/interdependent) 

3) Peraln Teralpeutik (theralpeutik role/dependent) 

 

b. Wewenalng Peralwalt 

       Wewenalng peralwalt di Indonesial sudalh dialtur dallalm Didallalm Permenkes  

          Nomor 26 Talhun 2019 Tentalng Keperalwaltaln dallalm Palsall 21. Wewenalng  

          peralwalt aldallalh baltalsaln yalng memungkinkaln peralwalt untuk mengalmbil  

          tindalkaln tertentu dallalm pralktik merekal daln ini termalsuk: 

1) Pelalksalnalaln Alsuhaln Keperalwaltaln: Peralwalt memiliki wewenalng untuk  

            memberikaln alsuhaln keperalwaltaln berdalsalrkaln keputusaln klinis, ya lng  

            dalpalt mencalkup tindalkaln medis dalsalr seperti pemberialn obalt (sesuali  

            dengaln instruksi dokter) daln prosedur medis lalinnyal 
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2) Pemberialn Obalt: Dallalm baltalsaln tertentu, peralwalt berwenalng mem- 

    berikaln obalt-obaltaln sesuali dengaln petunjuk altalu resep dokter. tindalkaln 

ini bisal termalsuk pemberialn obalt orall, injeksi altalu infus 

3) Pelalksalnalaln Tindalkaln Medis tertentu: Tergalntung paldal jenjalng 

pendidikaln daln pelaltihaln peralwalt, beberalpal peralwalt yalng memiliki 

kewenalngaln lebih, seperti peralwalt spesiallis altalu peralwalt terlaltih, dalpalt 

melalkukaln tindalkaln medis tertentu seperti pemalsalngaln infus altalu 

pengalmbilaln salmpel dalralh 

4) Penyuluhaln Kesehaltaln: Peralwalt memiliki kewenalngaln untuk 

memberikaln edukalsi kesehaltaln kepaldal malsyalralkalt altalu palsien, balik di 

rumalh salkit malupun di malsyalralkalt, untuk meningkaltkaln pengetalhualn 

tentalng penyalkit, pencegalhaln, daln peralwaltaln diri 

5) Pemalntalualn daln Evallualsi Keperalwaltaln: Peralwalt berwenalng untuk 

mengevallualsi kondisi palsien selalmal peralwaltaln daln memberikaln lalporaln 

mengenali perkembalngaln palsien kepaldal tim medis lalinnyal, terutalmal 

kepaldal dokter 

6) Tindalkaln Dalruralt: Dallalm situalsi tertentu, peralwalt dalpalt mengalmbil 

tindalkaln medis dalruralt ya lng diperlukaln untuk menyelalmaltkaln nyalwal 

palsien, terutalmal dallalm kealdalaln galwalt dalruralt, seperti resusitalsi jalntung 

palru (CPR) altalu pemberialn pertolongaln pertalmal 

7) Rujukaln: Peralwalt jugal memiliki kewenalngaln untuk merujuk palsien ke 

tenalgal medis lalin (dokter spesiallis altalu rumalh salkit) alpalbilal diperlukaln, 

terutalmal dallalm situalsi yalng membutuhkaln penalngalnaln lebih lalnjut 
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Wewenalng peralwalt dallalm pralktik malndiri telalh dialtur dengaln jelals dallalm  

Permenkes Nomor 26 Talhun 2019 Palsall 37 : 

a) Menyelenggalralkaln alsuhaln keperalwaltaln di bidalng upalya l kesehaltaln  

 peroralngaln 

b)  Menyelenggalralkaln penyuluhaln daln konseling balgi klien 

c)  Melalksalnalkaln tugals berdalsalrkaln pelimpalhaln wewenalng 

d)  Melalkukaln penaltallalksalnalaln keperalwaltaln komplementer daln allternaltif   

                sesuali dengaln kompetensinyal (di peroleh dalri pendidikaln & pelaltihaln  

                 yalng telalh dialkui oleh dinals kesehaltaln) 

 

Dengaln mengetalhui wewenalng peralwalt dallalm pralktik keperalwaltaln 

malndiri dihalralpkaln peralwalt alkaln lebih profesionall dallalm memberikaln 

pelalyalnaln kesehaltaln daln tidalk memberikaln lalya lnaln dilualr dalri wewenalng 

tersebut. 

 

 3.  Tinjalualn tentalng Kode Etik Peralwalt 

   Kode etik aldallalh pernyaltalaln stalndalr profesionall ya lng digunalkaln sebalgali 

perdomaln perilalku daln menjaldi keralngkal kerjal untuk membualt keputusaln. 

Kode etik aldallalh sistem normal, nilali, daln alturaln profesionall tertulis yalng 

secalral tegals menya ltalkaln alpal yalng benalr daln balik, sertal alpal ya lng tidalk 

benalr daln tidalk balik balgi profesionall. Kode etik merupalkaln persyalraltaln 

profesi yalng memberikaln penentualn dallalm mempertalhalnkaln daln 

meningkaltkaln stalndalr profesi. Kode etik menunjukaln balhwal talnggung 

jalwalb terhaldalp kepercalyalaln malsyalralkalt telalh diterimal oleh profesi. Jikal 

alnggotal profesi melalkukaln sualtu pelalnggalraln terhaldalp kode etik tersebut, 

malkal pihalk orgalnisalsi berhalk memberikaln salnksi balhkaln bisa l 

mengelualrkaln pihalk tersebut dalri orgalnisalsi tersebut.  
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   Dallalm keperalwaltaln kode etik tersebut bertujualn sebalgali penghubung 

alntalral peralwalt dengaln tenalgal medis, klien daln tenalgal kesehaltaln lalinnya l, 

sehinggal terciptal kolalboralsi sertal hubungaln ya lng malksimall. Secalral 

etimologis, etikal beralsall dalri kaltal Yunalni ethikos, ethos yalng beralrti aldalt, 

kebialsalaln, pralktek. Sedalngkaln Menurut Kalmus Besalr Balhalsal Indonesia l 

sebalgalimalnal dikutip Christine S.T. Kalnsil, yalng dimalksudkaln dengaln 

etikal aldallalh: 

a) Ilmu tentalng alpal yalng balik daln alpal yalng buruk daln tentalng halk daln 

kewaljibaln morall 

b) Kumpulaln alsals altalu nilali yalng berkenalaln dengaln alkhlalk 

c) Nilali mengenali benalr daln sallalh yalng dialnut sualtu golongaln altalu 

malsyalralkalt  

 

  Kode etik keperalwaltaln merupalkaln balgialn dalri etikal kesehaltaln. Inti dalri hall 

tersebut, yalitu meneralpkaln nilali etikal terhaldalp bidalng pemelihalralaln altalu 

pelalyalnaln. Kozier berpendalpalt balhwal kode etik keperalwaltaln aldallalh:
27

 

a) Kode etik menjaldi allalt untuk menyusun stalndalr pralktik profesionall  

      sertal memperbaliki daln memelihalral stalndalr tersebut 

b) Kode etik aldallalh pedomaln resmi untuk tindalkaln professionall, alrtinya l, 

diikuti oralng-oralng dallalm profesi daln halrus diterimal sebalgali nilali 

pribaldi balgi alnggotal profesionall 

c) Kode etik memberi keralngkal pikir kepaldal alnggotal profesi untuk 

membualt keputusaln dallalm situalsi keperalwaltaln 

d) Etikal alkaln menunjukaln stalndalr profesi untuk kegialtaln keperalwaltaln, 

stalndalr ini alkaln melindungi peralwalt daln palsien 

 

27
 Hegner, Barbara R, (2003), Nursing Assistant: a Nursing Proses Approach,Jakarta,:EGC, hal 20 
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    4.  Halk- halk Peralwalt 

Didallalm  UU No 17 Talhun 2023 paldal Palsall 273, Halk-halk   Tenalgal   Medis 

daln  Tenalgal  Kesehaltaln   dallalm   menjallalnkaln   pralktik  yalng   didallalmnyal 

termalsuk peralwalt, yalitu: 

a) Mendalpaltkaln pelindungaln hukum sepalnjalng melalksalnalkaln tugals sesuali 

dengaln stalndalr profesi, stalndalr pelalya lnaln profesi, stalndalr prosedur 

operalsionall, daln etikal profesi, sertal kebutuhaln Kesehaltaln Palsien 

b) Mendalpaltkaln informalsi ya lng lengkalp daln benalr dalri Palsien altalu 

      kelualrgalnya l 

c) Mendalpaltkaln galji/upalh, imballaln jalsal, daln tunjalngaln kinerjal ya lng lalya lk 

sesuali dengaln ketentualn peralturaln perundalng-undalngaln 

d) Mendalpaltkaln pelindirngaln altals keselalmaltaln, Kesehaltaln kerjal, daln  

    kealmalnaln 

e) Mendalpaltkaln jalminaln kesehaltaln daln jalminaln ketenalgalkerjalaln sesuali  

       dengaln ketentualn peralturaln perundalng-undalngaln 

f) Mendalpaltkaln pelindungaln altals perlalkualn yalng tidalk sesuali dengaln 

halrkalt daln malrtalbalt malnusial, morall, kesusilalaln, sertal nilali sosiall budalyal 

g) Mendalpaltkaln penghalrgalaln sesuali dengaln ketentualn peralturaln 

perundalng-undalngaln 

h) Mendalpaltkaln kesempaltaln untuk mengembalngkaln diri melallui 

pengembalngaln kompetensi, keilmualn daln kalrier di bidalng 

keprofesialnnya l 
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i) Menolalk keinginaln Palsien altalu pihalk lalin yalng bertentalngaln dengaln 

stalndalr profesi, stalndalr pelalyalnaln, stalndalr prosedur operalsionall, kode 

etik altalu ketentualn peralturaln perundalng-undalngaln daln  

j) Mendalpaltkaln halk lalin sesuali dengaln ketentualn  peralturaln  perundalng-

undalngaln.  

B. Pralktik Keperalwaltaln Malndiri  

1. Pengertialn 

Pengertialn Pralktik Keperalwaltaln Malndiri aldallalh Pralktik Peralwalt  peroralngaln  

altalu berkelompok ditempalt pralktik malndiri dilualr falsilitals pelalyalnaln 

kesehaltaln. Pralktik Keperalwaltaln malndiri diberikaln dallalm bentuk alsuhaln  

keperalwaltaln ya lng bertujualn untuk memalndirikaln klien  yalng menjaldi  

talnggung jalwalb peralwalt itu sendiri, bertindalk altals inisialtifnyal sendiri 

berdalsalrkaln keilmualn keperalwaltaln. 

2. Alsals Pralktik Keperalwaltaln Malndiri 

     Penyelenggalralaln Pralktik Keperalwaltaln Malndiri beralsalskaln paldal : 

     al. Perikemalnusialaln 

        Pralktik Keperalwaltaln Malndiri  halrus dilalndalsi  altals    perikemalnusialaln        

        yalitu halrus mencerminkaln pelindungaln   daln   penghormaltaln halk alsalsi  

        malnusial sertal halrkalt daln malrtalbalt setialp walrgal negalral daln penduduk  

        talnpal membedalkaln suku, balngsal, algalmal, staltus sosiall, daln rals. 

    b. Nilali Ilmialh 

        Pralktik Keperalwaltaln Malndiri   halrus   berdalsalrkaln  ilmu pengetalhualn  

        daln teknologi   ya lng   diperoleh   balik   melallui   pendidikaln   tinggi  

        keperalwaltaln malupun pendidikaln keperalwaltaln berkelalnjutaln.           
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    c. Etikal daln Profesionallitals 

   Penyelenggalral   Pralktik  Keperalwaltaln  Malndiri   dilalkukaln   oleh   tenalgal  

   peralwalt   ya lng   memiliki   etikal   profesi   daln   sikalp   profesionall   sertal  

   memaltuhi etikal pelalyalnaln. 

     d. Malnfalalt 

    Penyelenggalral   Pralktik    Keperalwaltaln    Malndiri    halrus     memberikaln    

    malnfalalt    yalng    sebesalr-besalrnyal   balgi   kemalnusialaln   dallalm ralngkal  

    mempertalhalnkaln  daln meningkaltkaln deraljalt kesehaltaln malsyalralkalt 

 e. Kealdilaln 

    Penyelenggalral   Pralktik    Keperalwaltaln    Malndiri   halrus     malmpu  

        memberikaln  pelalya lnaln   ya lng  meraltal, terjalngkalu, bermutu, daln tidalk  

        diskriminaltif dallalm  pelalyalnaln kesehaltaln 

 f. Perlindungaln Kesehaltaln 

    Penyelenggalral Pralktik Keperalwaltaln Malndiri halrus dalpalt memberikaln 

    perlindungaln daln kepalstialn hukum kepaldal pemberi daln penerimal      

    pelalyalnaln kesehaltaln, balhwal pengalturaln Pralktik Keperalwaltaln Malndiri  

    halrus memberikaln pelindungaln ya lng sebesalr-besalrnyal balgi Peralwalt  

    daln malsyalralkalt 

g. Keselalmaltaln Klien 

    Penyelenggalral Pralktik Keperalwaltaln Malndiri tidalk halnyal memberikaln  

    pelalyalnaln keperalwaltaln semaltal tetalpi halrus mengutalmalkaln keselalmaltaln daln  

    kesehaltaln klien 
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     3. Wewenalng, Halk daln Kewaljibaln Pralktik Keperalwaltaln Malndiri 

    Berikut ini wewenalng peralwalt dallalm melalksalnalkaln Pralktik Keperalwaltaln  

    Malndiri: 

    al. Melalkukaln pengkaljialn Keperalwaltaln secalral holistik; 

    b. Menetalpkaln dialgnosis Keperalwaltaln sesuali Stalndalr Dialgnosis      

        Keperalwaltaln Indonesial (SDKI)  

c. Merencalnalkaln tindalkaln Keperalwaltaln sesuali dengaln Stalndalr Lualraln 

    Keperalwaltaln Indonesial (SLKI) 

d. Melalksalnalkaln tindalkaln Keperalwaltaln daln altalu prosedur keperalwaltaln  

    sesuali dengaln Stalndalr Intervensi Keperalwaltaln Indonesial (SIKI) daln  

    Pedomaln Stalndalr Prosedur Operalsionall Keperalwaltaln (SPO)  

e. Mengevallualsi halsil tindalkaln Keperalwaltaln 

f. Melalkukaln rujukaln; melalkukaln rujukaln di lualr kalsus kepaldal peralwalt  

   dengaln kompetensi altalu bidalng keilmualn ya lng lebih tinggi 

g. Memberikaln tindalkaln paldal kealdalaln kegalwaltdalruraltaln sesuali dengaln  

    kompetensi; dalpalt memberikaln obalt-obaltaln yalng dibutuhkaln  untuk  

    menyelalmaltkaln nya lwal daln mencegalh kecalcaltaln klien paldal kondisi  

    emergency (dalruralt) 

h. Melalkukaln penaltallalksalnalaln keperalwaltaln komplementer daln allternaltif 

i.  Melalkukaln penaltallalksalnalaln pemberialn obalt kepaldal klien sesuali dengaln  

    resep tenalgal medis altalu obalt bebals daln obalt bebals terbaltals; 

j.  Pelalksalnalkaln tindalkaln medis altals pelimpalhaln wewenalng secalral tertulis 

k. Melalkukaln tindalkaln medis yalng sesuali dengaln kompetensinyal altals 

    pelimpalhaln wewenalng delegaltif tenalgal medis. 

l. Melalkukaln tindalkaln medis dibalwalh pengalwalsaln altals pelimpalhaln 

    wewenalng malndalt tenalgal medis. 

m. Memberikaln pelalya lnaln kesehaltaln sesuali dengaln progralm pemerintalh 

n. Melalkukaln pemberdalyalaln malsyalralkalt; 

o. Melalksalnalkaln aldvokalsi dallalm peralwaltaln kesehaltaln malsyalralkalt;  

p. Menjallin kemitralaln dallalm peralwaltaln kesehaltaln malsyalralkalt; daln 

q. Melalkukaln penyuluhaln kesehaltaln daln konseling 

     r. Merencalnalkaln, melalksalnalkaln, daln mengevallualsi Pelalyalnaln 

Keperalwaltaln; daln 

     s. Mengelolal kalsus 

     t. Melalkukaln penelitialn sesuali dengaln stalndalr daln etikal 

    u. Menggunalkaln klien sebalgali subjek penelitialn sesuali dengaln etikal profesi 

daln ketentualn peralturaln perundalng-undalngaln
27

 

 

Secalral legall, pralktek keperalwaltaln memiliki kemalndirialn, wewenalng daln halk, 

kewaljibaln sertal talnggungjalwalb untuk mengaltur kehidupaln profesi, 

mencalngkup otonomi dallalm memberikaln alsuhaln keperalwaltaln daln 
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menetalpkaln stalndalr alsuhaln keperalwaltaln melallui proses keperalwaltaln, 

penyelenggalralaln pendidikaln, riset keperalwaltaln daln pralktik keperalwaltaln 

dallalm bentuk legislalsi keperalwaltaln sesuali dengaln Peralturaln Menteri 

Kesehaltaln Republik Indonesial Nomor 26 Talhun 2019 palsall 16 dallalm 

menyelenggalralkaln pralktek keperalwaltaln Peralwalt bertugals sebalgali; pemberi 

Alsuhaln Keperalwaltaln, penyuluh daln konselor balgi klien, pengelolal pelalyalnaln 

Keperalwaltaln, peneliti keperalwaltaln, pelalksalnal tugals berdalsalrkaln pelimpalhaln 

wewenalng daln/altalu pelalksalnal tugals dallalm kealdalaln keterbaltalsaln tertentu. 

Nalmun terdalpalt beberalpal pengecuallialn terhaldalp palsall 33 yalng menjelalskaln 

balhwal seoralng peralwalt diperkenalnkaln melalkukaln tindalkaln medis talnpal 

aldalnnyal delegalsi dalri dokter, dengaln caltaltaln balhwal palsien dallalm kealdalaln 

dalruralt ya lng mengalncalm jiwal. Dimalnal jikal terjaldi sualtu kelallalialn dallalm 

tindalkaln dallalm kealdalaln ya lng dalruralt tersebut, malkal ya lng bertalnggungjalwalb 

aldallalh peralwalt sebalgali pelalksalnal tindalkaln malndiri altalu bisal saljal dokter yalng 

sebenalrnya l bertugals paldal salalt itu, tergalntung dalri tindalkaln yalng dilalkukaln ke 

palsien alpalkalh telalh sesuali dengaln stalndalr prosedur operalsionall. 

 

  4. Prinsip Pra lktik Keperalwaltaln Malndiri 

Berdalsalrkaln du prinsip utalmal, ya litu prinsip-prinsip enterpreuner daln prinsip-

prinsip dallalm keperalwaltaln. Beralwall dalri dual prinsip dialtals kemudialn 

dipaldukaln dengaln alspek ekonomi yalng meliputi permintalaln palsalr, kondisi 

ektor public altalu kombinalsi kedualnyal. Berdalsalrkaln pengertialn dialtals, malkal 

pralktik peralwalt dallalm perkembalngalnnya l dibedalkaln menjaldi dual hall: 
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1) Enterpreunership venture, sebalgi contoh pralktik malndiri keperalwaltaln, 

peralwalt, pemilik rumalh peralwaltaln daln lalya lnaln konsultalsi 

2) Intralpreunership venture, sebalgali contoh peralwalt direhalbilitalsi, unit galwalt 

dalruralt, klinik altalu pelalyaln konsultalsi 

Prinsip pralktik keperalwaltaln malndiri aldallalh: 

al. Memiliki suralt ijin pralktik 

b. Memiliki Kompetensi daln kealhlialn 

c. Melalksalnalkaln Kode Etik Keperalwaltaln, Stalndalr Pelalya lnaln, Keperalwaltaln,     

    Stalndalr Profesi, Stalndalr Prosedur Operalsionall, Stalndalr Dialgnosal  

    Keperalwaltaln Indonesial, Stalndalr Intervensi Keperalwaltaln, daln Stalndalr  

    Lualraln Keperalwaltaln Indonesial 

d. Melalkukaln Evallualsi daln Monitoring 

 

 5. Tingkalt Pralktik Keperalwaltaln Malndiri 

     Pralktik keperalwaltaln malndiri terdiri dalri dual tingkaltaln: 

     al. Pralktik keperalwaltaln malndiri Generallis: pralktik yalng dilalksalnalkaln oleh    

         Peralwalt dengaln kemalmpualn altalu Kompetensi Peralwalt  Generallis 

     b. Pralktik keperalwaltaln malndiri Spesiallis: pralktik yalng dilalksalnalkaln oleh  

         Peralwalt dengaln kemalmpualn altalu Kompetensi Peralwalt spesiallis paldal  

         bidalng Ilmu keperalwaltaln   

 

    6. Mekalnisme Pralktik Keperalwaltaln Malndiri 

        al. Pralktik Peralwalt memulali pralktik dengaln melalkukaln kontralk teralpeutik  

            dengaln klien 

        b. Selalnjutnyal peralwalt melalkukaln alsuhaln keperalwaltaln sesuali dengaln  

            kealhlialn daln kewenalngaln 

        c. Alpalbilal membutuhkaln Tindalkaln Medis, peralwalt melalkukaln kolalboralsi    

            dengaln tenalgal Medis altalu tenalgal kesehaltaln lalin 

        d. Merujuk Klien kepaldal Peralwalt dengaln tingkalt Kompetensi lebih tinggi  

            altalu kepaldal tenalgal medis altalu kepaldal Falsilitals Pelalyalnaln kesehaltaln yalng  

            sesuali 

        e. Dallalm kondisi galwalt dalruralt, untuk menyelalmaltkaln nyalwal daln  

            mencegalh kecalcaltaln, peralwalt dalpalt melalkukaln tindalkaln galwalt dalruralt  

            sesuali dengaln Kompetensi yalng dimiliki daln penyedialaln  obalt-obalt  

            emergensi sesuali dengaln peralturaln perundalngaln yalng berlalku diwilalya lh   

            tempalt Pralktik malndiri.
28 

 
 

28 
Tim DPP PPNI, (2022),  Pedomaln Pra lktik Ma lndiri Kepera lwa lta ln, DPP.PPNI, Jalka lrta l,  ha ll.17. 
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C. Implikalsi Hukum 

Kaltal implikalsi paldal Kalmus Oxford Balhalsal Inggris yalng sudalh diterjemalhkaln 

ke Balhalsal Indonesial memiliki alrti sebalgali “efek altalu halsil ya lng mungkin dalri 

sualtu tindalkaln altalu keputusaln”, “sesualtu yalng disalralnkaln altalu dinya ltalkaln 

secalral tidalk lalngsung”, daln “falktal terlibalt, altalu melibaltkaln seseoralng, dallalm 

sesualtu, terutalmal kejalhaltaln”.
1022911 

Menurut Kalmus Besalr Balhalsal Indonesial (KBBI) malknal kaltal implikalsi aldallalh 

keterlibaltaln altalu sualsalnal terlibalt, pengertialn implikalsi dallalm balhalsal Indonesial 

aldallalh efek ya lng ditimbulkaln dimalsal depaln altalu dalmpalk yalng diralsalkaln ketikal 

melalkukaln sesualtu. Selalin itu, kaltal implikalsi dalpalt dialrtikaln jugal sebalgali 

“ya lng termalsuk altalu tersimpul daln altalu yalng disugestikaln, tetalpi tidalk 

dinyaltalkaln”.
30

 Dengaln kaltal lalin implikalsi aldallalh alkibalt-alkibalt daln 

konsekuensi-konsekuensi yalng ditimbulkaln dengaln dilalksalnalkalnnya l kebijalkaln 

altalu kegialtaln tertentu.
31

 

Menurut Winalrno setidalknya l aldal limal dimensi yalng halrus dibalhals dallalm 

memperhitungkaln implikalsi dalri sebualh kebijalkaln. Dimensi-dimensi tersebut 

meliputi:  

1. Implikalsi kebijalkaln paldal malsallalh-malsallalh publik daln implikalsi kebijalkaln  

paldal oralng-oralng ya lng terlibalt 

 

                                                           
 
29

 Siti Badriyah, “Implikasi Adalah: Pengertian Hingga Contohnya Kehidupan Nyata,” diakses 1   

    Desember 2024, https://gramedia.com/literasi/implikasi/ 
30

 “Arti kata implikasi, (2023),Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” Kamus Besar  

    Bahasa Indonesia (KBBI), https://kbbi.web.id/implikasi.
 
 

31
 Esy Kurniasih dan Anggraini Dwi Milandry, “Implikasi Pemberlakuan Undang-undang Cipta     

    Kerja Terhadap Perlindungan Hukum Pekerja Harian Lepas” Jurnal Kajian Ilmu Hukum 1, no.    

    2 (15 November 2024): hal.188.  
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2. Kebijalkaln mungkin mempunyali implikalsi paldal kealdalaln-kealdalaln altalu  

kelompok-kelompok dilualr salsalraln altalu tujualn kebijalkaln  

a. Kebijalkaln mungkin alkaln mempunyali implikalsi paldal kealdalaln-kealdalaln 

sekalralng daln yalng alkaln daltalng 

b. Evallualsi jugal menya lngkut unsur yalng lalin yalkni bialya l lalngsung yalng 

dikelualrkaln untuk membialya li progralm-progralm kebijalkaln publik.  

c. Bialyal-bialyal tidalk lalngsung ya lng ditalnggung oleh malsyalralkalt altalu 

beberalpal alnggotal malsyalralkalt alkibalt aldalnyal kebijalkaln publik. 

 

Implikalsi hukum jugal merupalkaln efek altalu konsekuensi yalng diralsalkaln balik 

dallalm perumusaln kebijalkaln, peneralpaln, tindalkaln altalu keputusaln yalng dalpalt 

bersifalt positif altalu negaltive. 

 

D.  Tinjalualn Umum Situalsi Emergency (dalruralt) 

Malknal dalri galwalt sendiri iallalh sualtu hall yalng mengalncalm nyalwal, sedalngkaln 

dalruralt iallalh segallal sesualtu ya lng perlu altalupun segeral mendalpaltkaln 

penalngalnaln daln sebualh tindalkaln untuk menghilalngkaln alncalmaln nya lwa l 

seseoralng. Jaldi, bisal di kaltalkaln balhwal galwalt dalruralt merupalkaln sualtu 

kealdalaln ya lng mengalncalm nyalwal seseoralng daln halrus dilalkukaln tindalkaln 

sesegeral mungkin untuk menghindalri kecalcaltaln balhkaln kemaltialn seseoralng. 

Kealdalaln dalruralt iallalh sualtu kealdalaln ya lng terjaldi secalral mendaldalk, sewalktu-

walktu, kalpaln saljal, dimalnal saljal daln dalpalt menyalngkut kepaldal sialpal saljal 

sebalgali sualtu alkibalt dalri sebualh kecelalkalaln, proses medik altalupun sebalb dalri 

perjallalnaln sualtu penya lkit. Galwalt Dalruralt aldallalh kealdalaln klinis yalng 

membutuhkaln tindalkaln medis segeral untuk penyelalmaltaln nyalwal daln 
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pencegalhaln kecalcaltaln. Pelalya lnaln kegalwaltdalruraltaln iallalh sebualh tindalkaln 

medis yalng dilalkukaln oleh peralwalt kompeten daln profesionall kepaldal palsien 

galwalt dalruralt ya lng membutuhkaln penalngalnaln sesegeral mungkin untuk 

menyelalmaltkaln nya lwal daln pencegalhaln kecalcaltaln. 

Situalsi kondisi paldal galwalt dalruralt dalpalt terjaldi dimalnal saljal, balik pre hospitall 

malupun  in hospitall altalupun post hospitall, oleh kalrenal itu tujualn dalri 

pertolongaln galwalt dalruralt lalin aldal tigal balgialn yalitu:  

 

1. Pre Hospitall  

Rentalng kondisi galwalt dalruralt paldal pre hospitall dalpalt dilalkukaln oralng alwalm 

khusus malupun petugals kesehaltaln dihalralpkaln dalpalt melalksalnalkaln sualtu 

tindalkaln penalngalnaln berupal:  

al)  Membualng daln menyingkirkaln segallal bendal berbalhalya l di tempalt kejaldialn  

ya lng berisiko menyebalbkaln jaltuh korbaln lalgi, misallnyal pecalhaln kalcal yalng 

malsih menggalntung altalupun bendal taljalm lalinnyal. 

     b)  Melalkukaln trialse altalu memilih daln menentukaln kondisi galwalt dalruralt sertal  

memberikaln pertolongaln pertalmal sebelum petugals kesehaltaln yalng lebih 

alhli daln profesionall daltalng untuk membalntu memberikaln pertolongaln.  

c)  Melalkukaln fiksalsi altalu stalbilisalsi sementalral  

d)  Melalkukaln evalkualsi ya litu korbaln segeral dipindalhkaln ke tempalt ya lng lebih 

     almaln altalu dikirim ke pelalyalnaln kesehaltaln dengaln kesesualialn kondisi          

     korbaln 

    e)  Mempersialpkaln malsyalralkalt alwalm khusus daln petugals kesehaltaln melallui  

     pelaltihaln sialgal bencalnal  

 

2.  In Hospitall  

     Kondisi galwalt dalruralt in hospitall dilalkukaln tindalkaln menolong korbaln oleh  

     petugals kesehaltaln. Tujualn pertolongaln di rumalh salkit aldallalh:  

a) Memberikaln pertolongaln profesionall kepaldal korbaln bencalnal sesuali 

dengaln kondisinya l  
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b) Memberikaln Balntualn Hidup Dalsalr (BHD) daln Balntualn Hidup Lalnjut  

(BHL)  

c) Melalkukaln stalbilisalsi daln mempertalhalnkaln hemodinalmikal ya lng alkuralt  

d) Melalkukaln rehalbilitalsi algalr produktivitals korbaln setelalh kemballi ke 

malsyalralkalt setidalknyal setalral bilal dibalnding bencalnal menimpalnyal  

e) Melalkukaln pendidikaln kesehaltaln daln melaltih korbaln mengenalli 

kondisinyal dengaln segallal kelebihaln ya lng dimiliki  

 

 

3.    Post Hospitall  

Kondisi malupun situalsi galwalt dalruralt post hospitall halmpir semual pihalk         

menya ltalkaln sudalh tidalk aldal lalgi kondisi galwalt dalruralt paldalhall kondisi galwalt  

dalruralt aldal yalng terjaldi setelalh diberikaln pelalyalnaln di rumalh salkit,         

contohnya l korbaln Bullying. Korbaln Bullying mengallalmi galnggualn tralumal        

psikis yalng mendallalm seperti, meralsal tidalk berhalrgal, halrgal diri rendalh,        

sehinggal  mengalmbil jallaln pintals dengaln mengalkhiri hidupnyal sendiri. 

Tujualn diberikaln pelalyalnaln dallalm rentalng post hospitall aldallalh:  

     al.  Memotivalsi sertal mengemballikaln kemballi ralsal percalya l diri korbaln  

     b.  Mengemballikaln halrgal diri yalng hilalng sehinggal dalpalt tumbuh daln  

          berkembalng  

a.  Memberikaln altalu meningkaltkaln kemalmpualn bersosiallisalsi paldal oralng- 

 oralng terdekalt daln malsyalralkalt ya lng lebih luals  

b. Meningkaltkaln persepsi terhaldalp reallitals kehidupalnnyal paldal malsal yalng  

 alkaln daltalng. 
32

 

Tindalkaln kegalwaltdalruraltaln yalng dilalkukaln oleh peralwalt dialtur dallalm 

Permenkes Nomor 26 talhun 2019 daln Permenkes Nomor 19 Talhun 2016 

Tentalng Sistem Penalnggulalngaln Galwalt Dalruralt telalh dialtur terkalit peraln 

peralwalt dallalm kealdalaln dalruralt ya litu sebalgali berikut: 

1) Dallalm kealdalaln dalruralt untuk memberikaln pertolongaln pertalmal, peralwalt 

dalpalt melalkukaln tindalkaln medis daln pemberialn obalt sesuali dengaln  

32 
Tim DPP PPNI, Ibid, hall 18
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kompetensinyal berdalsalrkaln ketentualn peralturaln perundalng-undalngaln 

2) Pertolongaln pertalmal bertujualn untuk menyelalmaltkaln nya lwal klien daln 

mencegalh kecalcaltaln lebih lalnjut 

3) Pemberialn pertolongaln pertalmal ditujukaln untuk menguralngi ralsal salkit daln 

menstalbilkaln kondisi klien. Kealdalaln galwalt dalrualt aldallalh kealdalaln yalng 

mengalncalm nya lwal altalu kecalcaltaln klien. 

4) Kealdalaln dalruralt ditetalpkaln oleh peralwalt sesuali dengaln halsil evallualsi 

berdalsalrkaln keilmualnnyal. 

5) Kealdalaln dalruralt tersebut merupalkaln penilalialn terhaldalp kealdalaln klien 

6) Peralwalt waljib merujuk klien ke dokter altalu falsilitials pelalyalnaln kesehaltaln      

       setelalh dilalkukaln pertolongaln pertalmal 

    Aldalnyal alturaln perundalng-undalngaln ini sepaltutnyal menjaldi Walrning 

 kepaldal seluruh peralwalt untuk meningkaltkaln kompetensinyal dibidalng kegalwalt 

dalruraltaln medis/keperalwaltaln. Sallalh saltu ya lng waljib diikuti peralwalt aldallalh 

mengikuti pelaltihaln Dalsalr Kegalwalt Dalruraltaln.  

Tindalkaln keperalwaltaln sebenalrnya l tidalk dialtur secalral jelals dallalm berbalgali 

peralturaln perundalng-undalngaln, nalmun berbedal dengaln profesi dokter ya lng 

dialtur dengaln undalng-undalng, untuk profesi peralwalt halnyal dialtur dallalm 

berbalgali peralturaln di tingkalt Menteri, sehinggal pengalturaln salnksi pidalnalnya l 

tidalk aldal tetalpi mengalcu paldal salnksi pidalnal yalng terdalpalt dallalm Undalng-

undalng Kesehaltaln (UU No. 17 Talhun 2023) ya lng tidalk mengaltur secalra l 

khusus mengenali salnksi pidalnal terhaldalp pelalnggalraln altalu kejalhaltaln ya lng 

dilalkukaln oleh peralwalt. Dalri beberalpal ketentualn mengenali alncalmaln salnksi 

pidalnal dallalm Undalng-undalng Nomor 17 Talhun 2023 di altals terlihalt balhwal 
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tidalk aldal palsall ya lng secalral khusus mengaltur tindalkaln medis ya lng dilalkukaln 

oleh peralwalt yalng tidalk sesuali dengaln ketentualn peralturaln perundalng-

undalngaln.  

 

E. Tindalkaln Medis (Menjalhit Lukal) 

Menurut Kepmenkes RI Nomor HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentalng 

Palndualn Pralktik Klinis Balgi Dokter Di Falsilitals Pelalya lnaln Kesehaltaln Tingkalt 

Pertalmal, Tindalkaln medis aldallalh tindalkaln kedokteraln altalu kedokteraln gigi balik 

proses preventif, dialgnostik, teralpeutik altalu rehalbilitaltif yalng alkaln dilalkukaln 

terhaldalp palsien oleh dokter terhaldalp palsien dengaln tujualn memelihalral, 

meningkaltkaln, memulihkaln kesehaltaln  altalu menghilalngkaln altalu menguralngi 

penderitalaln. Sementalral menjalhit Lukal Menurut Kepmenkes RI Nomor 

HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentalng Palndualn Pralktik Klinis Balgi Dokter Di 

Falsilitals Pelalya lnaln Kesehaltaln Tingkalt Pertalmal, Tindalkaln Menjalhit lukal 

aldallalh tindalkaln mendekaltkaln tepi - tepi lukal daln mempertalhalnkaln dengaln 

benalng altalu jalhitaln tensile strength lukal tersebut dalpalt tersalmbung dengaln 

tujualn mempersempit jalralk tepi lukal, sehinggal mempermudalh repitelisalsi daln 

mempercepalt penyembuhaln lukal daln penjalhitaln lukal jugal alkaln membalntu 

mencegalh malsuknya l infeksi. 
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IV. PENUTUP 

 

Al. Kesimpulaln 

1. Implikalsi Hukum profesi peralwalt dallalm melalkukaln tindalkaln medis menjalhit 

lukal paldal pralktik keperalwaltaln malndiri telalh aldal beberalpal regulalsi ya lng salling 

berkalitaln, sebalgali dalsalr hukum profesi peralwalt dallalm melalkukaln tindalkaln 

menjalhit lukal dallalm situalsi emergency (dalruralt) paldal pralktik keperalwaltaln 

malndiri yalitu, nalmun implikalsi yalng dalpalt terjaldi paldal profesi peralwalt:  

al. Tindalkaln di lualr kewenalngaln 

Peralwalt bukalnlalh tenalgal medis ya lng berwenalng untuk melalkukaln prosedur 

medis invalsif seperti menjalhit lukal, kalrenal tindalkaln tersebut bialsalnya l 

merupalkaln kewenalngaln dokter altalu tenalgal medis dengaln spesiallisalsi 

tertentu. Nalmun dallalm situalsi dalruralt, terdalpalt pengecuallialn ya lng mungkin 

memungkinkaln peralwalt untuk mengalmbil tindalkaln sementalral gunal 

menyelalmaltkaln nya lwal altalu mencegalh kondisi memburuk. 

a. Talnggung jalwalb profesi 

Jikal tindalkaln menjalhit lukal dilalkukaln oleh peralwalt dallalm situalsi dalruralt 

daln ternyaltal tidalk memenuhi stalndalr prosedur medis yalng berlalku, malkal 

peralwalt tersebut bisal menghaldalpi tuduhaln mallpralktik altalu kelallalialn, yalng 

bisal berujung paldal tuntutaln hukum altalu salnksi dalri orgalnisalsi profesi.  

 

 

 

 



         1) Kelallalialn (Negligence) 

          Kelallalialn aldallalh kegalgallaln untuk memenuhi stalndalr peralwaltaln yalng     

             dihalralpkaln dalri tenalgal medis dallalm situalsi tertentu. Jikal peralwalt  

             melalkukaln tindalkaln menjalhit lukal yalng tidalk sesuali dengaln prosedur  

              medis yalng benalr altalu tidalk memaldali, malkal bisal dikaltegorikaln sebalgali  

             kelallalialn. 

        2)  Mallpralktik 

         Mallpralktik mencalkup pelalnggalraln terhaldalp stalndalr profesi altalu pralktik  

         medis yalng berlalku, yalng bisal menyebalbkaln kerugialn paldal palsien.             

         Dallalm konteks ini, jikal peralwalt melalkukaln tindalkaln medis di lualr  

         kewenalngalnnyal, seperti menjalhit lukal, talnpal mempertimbalngkaln alspek  

         medis lalinnyal, peralwalt bisal menghaldalpi tuduhaln mallpralktik. 

c. Salnksi dalri Orgalnisalsi Profesi (PPNI) 

    Selalin konsekuensi hukum, peralwalt jugal dalpalt dikenalkaln salnksi dalri      

orgalnisalsi profesinya l, dallalm hall ini aldallalh Perhimpunaln Peralwalt Nalsionall  

    Indonesial (PPNI). Salnksi tersebut bisal berupal:  

2) Peringaltaln altalu pencalbutaln izin pralktik jikal peralwalt terbukti melalkukaln 

tindalkaln yalng tidalk sesuali dengaln stalndalr profesi, balik dallalm hall 

kewenalngaln altalu prosedur medis ya lng diteralpkaln. 

3) Salnksi etik seperti penalngguhaln sementalral altalu pencalbutaln kealnggotalaln 

dallalm orgalnisalsi profesi jikal peralwalt terbukti melalnggalr Kode Etik 

Peralwalt ya lng mencalkup kewaljibaln untuk bertindalk profesionall daln 

menghormalti kewenalngaln medis yalng berlalku. 
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4) Penyelidikaln altalu aludit internall terhaldalp pralktek peralwalt untuk menilali 

alpalkalh tindalkaln yalng dilalkukaln sesuali dengaln stalndalr kompetensi daln 

kode etik profesi. 

 

2. Perlindungaln Hukum salngalt eralt kalitalnnyal dengaln kepalstialn hukum profesi 

peralwalt dallalm melalkukaln tindalkaln menjalhit lukal paldal situalsi dalruralt paldal 

pralktik keperalwaltaln malndiri, penulis dalpalt menyimpulkaln perlindungaln 

hukum balgi peralwalt ya lng melalkukaln tindalkaln medis menjalhit lukal dallalm 

situalsi emergency (dalruralt): 

a. Perlindungaln Hukum Pidalnal 

Paldal salalt peralwalt memberikaln pelalyalnaln tindalkaln medis altalu taltallalksalnal 

keperalwaltaln paldal palsien, malkal salalt itu terjaldilalh sualtu hubungaln peralwalt 

palsien. Hubungaln peralwalt dengaln palsien bukaln halnya l berupal sualtu 

hubungaln fiducialry, sualtu hubungaln yalng berdalsalrkaln altals kepercalya laln, 

nalmun jugal merupalkaln sualtu hubungaln hukum. 

b. Perlindungaln Hukum Perdaltal 

Perikaltaln peralwalt dengaln palsien merupalkaln perikaltaln upalyal (inspalnning 

verbintenis), hall tersebut tentu menjaldikaln peralwalt tidalk diwaljibkaln 

memberikaln altalu menciptalkaln sesualtu halsil yalng diinginkaln palsien daln 

kelualrgalnya l, mengingalt halsil dalri sualtu upalya l kesehaltaln khususnyal 

tindalkaln medis menjalhit lukal yalng dilalkukaln dallalm situalsi emergency 

(dalruralt). Nalmun dallalm tindalkaln medis menjalhit lukal yalng dilalkukaln 

dallalm situalsi emergency (dalruralt), meskipun sejalk alwall dalpalt diperkiralkaln 

nalmun halsilnyal tidalk dalpalt secalral tepalt dipalstikaln. Alpalbilal terjaldi kondisi 
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ya lng demikialn, malkal yalng perlu dilalkukaln untuk membuktikaln alpalkalh 

kegalgallaln berprestalsi itu merupalkaln kesallalhaln, kelallalialn, altalukalh 

ketidalkmalmpualn berprestalsi. Kegalgallaln berprestalsi yalng merupalkaln alkibalt 

sualtu dalya l palksal yalng tidalk dalpalt didugal (force maljeur) malkal sesuali palsall 

1245 KUHPerdaltal, tidalk aldal penggalntialn bialya l, kerugialn daln bungal. 

Alpalbilal seoralng peralwalt terbukti memenuhi unsur walnprestalsi, malkal 

pertalnggungjalwalbaln itu alkaln dipikul lalngsung oleh peralwalt yalng 

bersalngkutaln sesuali personall lialbility. Dallalm sualtu perjalnjialn balhwa l 

peralwalt alkaln memberikaln prestalsinyal berupal halsil tertentu seperti yalng 

diinginkaln palsien, malkal yalng alkaln berlalku aldallalh perikaltaln resultalalt 

verbintenis ya lng menjaldikaln peralwalt dalpalt digugalt jikal halsil yalng 

dijalnjikaln itu tidalk terwujud. Tidalk terpenuhinyal kewaljibaln berprestalsi 

disebut walnprestalsi.  

 

1. Halk-halk Profesi Peralwalt dallalm Melalkukaln Tindalkaln Medis menjalhit lukal 

paldal situalsi emergency (dalruralt) paldal Pralktik Keperalwaltaln Malndiri 

a. Memperoleh pelindungaln hukum sepalnjalng melalksalnalkaln pekerjalalnnyal 

sesuali dengaln stalndalr Profesi, stalndalr pelalya lnaln, daln stalndalr prosedur 

operalsionall, daln ketentualn peralturaln perundalng-undalngaln 

b. Memperoleh informalsi ya lng benalr, jelals, daln jujur dalri Klien daln/altalu 

kelualrgalnya l 

c. melalksalnalkaln tugals sesuali dengaln kompetensi daln kewenalngaln; menerimal 

imballaln jalsal altals pelalyalnaln keperalwaltaln yalng telalh diberikaln  

107 



d. Menolalk keinginaln Klien altalu pihalk lalin yalng bertentalngaln dengaln kode 

etik, stalndalr pelalyalnaln, stalndalr Profesi, stalndalr prosedur operalsionall, altalu 

ketentualn peralturaln perundalng-undalngaln  

e. Memperoleh falsilitals kerjal sesuali dengaln stalndalr 

f. Memperoleh pelindungaln altals keselalmaltaln daln kesehaltaln kerjal, perlalkualn 

ya lng sesuali dengaln halrkalt daln malrtalbalt malnusial, morall, kesusilalaln, sertal 

nilali-nilali algalmal 

g. Mendalpaltkaln kesempaltaln untuk mengembalngkaln profesinyal; daln 

memperoleh halk lalin sesuali dengaln ketentualn peralturaln perundalng-

undalngaln.  

Orgalnisalsi PPNI alkaln memberikaln pendalmpingaln, algalr peralwalt tersebut 

tetalp mendalpaltkaln halk perlindungaln hukumnya l sesuali ketentualn yalng berlalku. 

Sebalgalimaln telalh dikemukalkaln di altals balhwal sualtu perbualtaln dalpalt dikaltalkaln 

sebalgali perbualtaln melalwaln hukum daln dalpalt dimintali pertalnggungjalwalbaln 

secalral hukum alpalbilal perbualtaln tersebut memenuhi kriterial: aldalnyal unsur 

kesallalhaln berupal kesengaljalaln daln altalu kelallalialn ya lng halrus dipermalsallalhkaln, 

aldalnyal kerugialn, daln aldalnyal hubungaln sebalb alkibalt. 

 

B. Salraln 

Studi ini telalh berhalsil mendiskripsikaln implikalsi hukum peralwalt dallalm 

memberikaln tindalkaln medis menjalhit lukal paldal pralktik peralwalt malndiri, 

penulis memberikaln salraln sebalgali berikut: 

1. Pemerintalh daln orgalnisalsi profesi peralwalt hendalknyal melalkukaln 

pembalhalrualn peralturaln pralktik keperalwaltaln secalral terperinci daln segeral 
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menyusun sertal mengaljukaln ralncalngaln peralturaln ya lng jelals daln terperinci 

kepaldal pemerintalh, sebalgali dalsalr hukum profesi peralwalt dallalm melalkukaln 

tindalkaln menjalhit lukal dallalm situalsi emergency (dalruralt) paldal pralktik 

keperalwaltaln malndiri, sertal kejelalsaln mengenali tugals, wewenalng kepaldal 

peralwalt untuk memberikaln baltalsaln mengenali halk, kewaljibaln sertal 

kewenalngaln balgi peralwalt dallalm menjallalnkalnt tugals. Selalin itu perlu aldalnya l 

pembalhalrualn terhaldalp salnksi yalng dialtur di dallalmnyal algalr lebih tegals dallalm 

penjaltuhaln salnksinyal. 

2. Algalr dalpalt dilalkukaln lalngkalh sertal straltegi ya lng tepalt algalr dalpalt 

meminimallisir halmbaltaln-halmbaltaln dallalm penjaltuhaln pidalnal, yalitu berupal 

perbalikaln peralturaln hukum (undalng-undalng) yalng mengaltur secalral terperinci 

mengenali kelallalialn ya lng dilalkukaln peralwalt, besalraln pidalnal penjalral daln dendal 

terhaldalp kelallalialn yalng dilalkukaln peralwalt. Sertal memfalsilitalsi penyusunaln 

alturaln yalng jelals daln terperinci mengenali dalsalr hukum profesi peralwalt dallalm 

melalkukaln situalsi emergency (dalruralt) paldal pralktik keperalwaltaln malndiri, 

dengaln melibaltkaln pihalk terkalit seperti Dinals Kesehaltaln, Ikaltaln Dokter 

Indonesial, Persaltualn Peralwalt Nalsionall Indonesial. Sertal perbalikaln budalya l 

hukum, dimalnal budalyal hukum dallalm pralktik penalngalnaln perkalral kelallalialn 

daln penyallalhgunalaln wewenalng yalng dilalkukaln oleh peralwalt salngalt 

menentukaln kuallitals dallalm pemeriksalaln perkalral daln kuallitals putusaln yalng 

diberikaln. 
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